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MOTTO 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 
(dari sesuatu urusan), maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap”. 
(Q.S. Al Insyirah: 5-8) 
“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian untuk berusaha maka hendaklah 
kalian berusaha”. 
(H.R. Thabrani) 
“Doa adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terbang ke 
singgasana Tuhan, meskipun terhimpit dalam tangisan jiwa”. 
(Kahll Gibran) 
“Kerja keras akan menjadikan seseorang lebih berkualitas”. 
(Penulis) 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to know the implementation and accounting 
treatment in transactions conducted on products Sharia Card based on Fatwa 
DSN Number 54/DSN-MUI/X/2006, PSAK 101, PSAK 107, and PAPSI 2013. This 
research uses qualitative methods with descriptive analysis techniques and data 
sources used are primary and secondary data. The object of this research is BNI 
Syariah Branch Office Yogyakarta with informant that is Head of Branch Office, 
Sales Officer, and Accounting. Technique of collecting data in this research by 
interview, documentation, observation and literature study. 
The result of this research shows that Sharia Card in BNI Syariah Branch 
Office Yogyakarta using 3 contracts, namely kafalah, qardh, and ijarah. The 
implementation Sharia Cards in terms of its operations is in accordance with the 
Fatwa DSN Number 54/DSN-MUI /X/2006, although there are still some notes on 
the basis of ta'widh imposition and late penalties. For the accounting treatment of 
Sharia Based on PSAK 101, PSAK 107 and PAPSI 2013 is good enough. 
However, there are still some things that must be adapted to the standard, even 
though the reference standard does not regulate the entire transaction records. 
 
Keywords: sharia card, contract, accounting treatment 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dan 
perlakuan akuntansi dalam transaksi yang dilakukan pada produk Syariah Card 
berdasarkan Fatwa DSN No: 54/DSN-MUI/X/2006, PSAK 101, PSAK 107, dan 
PAPSI 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis 
deskriptif dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Objek 
penelitian ini adalah BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta dengan informan 
yaitu Pimpinan Kantor Cabang, Sales Officer, dan Accounting. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara, dokumentasi, 
observasi dan studi pustaka.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Syariah Card di BNI Syariah 
Kantor Cabang Yogyakarta menggunakan 3 akad, yaitu kafalah, qardh, dan ijarah. 
Implementasi Syariah Card dari segi operasionalnya sudah sesuai dengan Fatwa 
DSN No: 54/DSN-MUI/X/2006, meskipun masih ada beberapa catatan mengenai 
dasar pengenaan ta’widh dan denda keterlambatan. Untuk perlakuan akuntansi 
Syariah Card berdasarkan PSAK 101, PSAK 107, dan PAPSI 2013 sudah cukup 
baik. Akan tetapi masih ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan standar 
tersebut, meskipun standar yang menjadi acuan tidak mengatur seluruh pencatatan 
transaksinya. 
 
Kata kunci: syariah card, akad, perlakuan akuntansi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan maraknya bunga (interest) yang membuat perekonomian dan 
perbankan menjadi krisis yang berkelanjutan, maka perbankan syariah mulai 
banyak bermunculan dengan menawarkan produk-produk perbankan yang 
didasari prinsip syariah untuk mempermudah bermuamalah, dan salah satu 
produknya adalah Syariah Card (Mawardhika, 2013).  
Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang 
hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak 
berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa. Alasan utama 
mengapa Syariah Card diluncurkan yaitu untuk menghindari riba, dimana 
menghindari riba adalah hal yang sangat dianjurkan oleh agama Islam (Mustofa, 
2015). 
Sebelum munculnya kartu kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi 
ekonomi, transaksi dilakukan dengan cara barter dan kemudian muncul uang 
sebagai perantara pertukaran yang efektif dan efisien. Seiring berjalannya waktu, 
ternyata uang memiliki hambatan dalam penggunaannya. Penggunaan uang dalam 
jumlah yang besar membawa risiko ketika transaksi dilakukan melalui jarak 
tempuh yang jauh, misalnya pencurian, perampokan dan pemalsuan. Akibatnya 
ialah semakin berkurangnya penggunaan terhadap uang tunai dan kemudian 
lahirlah kartu plastik yang dikenal dengan kartu kredit (Pujiyono, 2005). 
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Kartu plastik ini tinggal digesek di toko-toko yang memiliki logo 
providernya dan berfungsi sebagai kartu ATM untuk mengambil uang tunai 
(Triandaru dan Budisantoso, 2006: 253). Menurut Edward Bellamy (1887) dalam 
Triandaru dan Budisantoso (2006: 256), meramalkan kartu akan menggantikan 
penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran pada tahun 2000.  
Penggunaan kartu kredit lebih aman dan praktis dengan berbagai fungsinya 
yang semakin bertambah dan memberikan banyak keuntungan bila digunakan, 
misalnya mendapatkan bonus poin atau potongan harga. Hal ini pula yang 
mendorong seseorang untuk bersikap konsumtif (Firmanda, 2014). Data Otoritas 
Jasa Keuangan sampai November 2017 menunjukkan kredit konsumsi mencapai 
40.387 miliar lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 36.668 miliar. 
Di Indonesia saat ini perkembangan antara kartu kredit dengan Syariah Card 
berjalan beriringan. Walaupun kartu kredit telah mapan dalam perkembangan 
bisnis di Indonesia, namun perkembangan Syariah Card saat ini juga sudah tidak 
dipandang sebelah mata bagi jalannya roda perekonomian (Pujiyono, 2005). 
Tabel 1.1 
Statistik Kartu Kredit di Indonesia 
Tahun Jumlah Kartu Jumlah Transaksi Nilai Transaksi 
2009 12.259.295 177.817.542 132.651.567 
2010 13.574.673 194.675.233 158.687.057 
2011 14.785.382 205.744.761 178.160.763 
2012 14.817.168 217.956.183 197.558.986 
2013 15.091.684 235.695.969 219.026.985 
2014 16.043.347 250.543.218 250.177.517 
2015 16.863.842 274.719.267 273.141.964 
2016 17.406.327 297.661.974 272.950.051 
November 2017 17.079.966 290.701.721 262.377.075 
Sumber: www.akki.or.id 
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Ulama memperbolehkan transaksi Syariah Card karena memiliki tingkat 
manfaat yang lebih banyak jika dipandang dari sudut syariat Islam, dimana 
pemegang kartu tertolong dalam hal kebutuhan pembayaran dengan uang tunai 
pada satu sisi, dan sisi lain pedagang juga tertolong, karena barangnya terjual 
yang pembayarannya dilakukan oleh perusahaan penerbit kartu, sedangkan 
perusahaan penerbit atau perbankan menerima komisi atas jasa yang dilakukan 
(Dewi, 2006: 209). 
Hal ini didukung dengan dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
tentang dibolehkannya transaksi dengan Syariah Card. Adapun dasar yang 
dipakai dalam penerbitan Syariah Card adalah Fatwa DSN No: 54/DSN-
MUI/X/2006 yang dalam perjanjian pembayarannya tidak berdasarkan bunga 
tetapi berdasarkan akad yang telah ditentukan dan hanya bisa digunakan untuk 
transaksi yang sesuai dengan syariah saja (Sholihin, 2010: 273). 
Dimana dalam fatwa tersebut diatur beberapa ketentuan dan batasan Syariah 
Card yang membedakan antara kartu kredit dengan Syariah Card, diantaranya 
yaitu ketentuan fee, ketentuan ta’widh atau ganti rugi dan ketentuan denda. Fatwa 
tersebut juga menjelaskan ketentuan akad yang digunakan yaitu akad kafalah, 
qardh, dan ijarah, sehingga sistem perhitungan biayanya lebih transparan, adil 
serta lebih murah dibandingkan dengan sistem perhitungan biaya pada kartu kredit 
(Sholihin, 2010: 279). 
Berdasarkan Fatwa DSN No: 54/DSN-MUI/X/2006, akad ijarah digunakan 
dalam penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu, 
dimana pemegang kartu akan dikenakan biaya keanggotaan (membership fee). 
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Adapun penggunaan akad kafalah dilakukan oleh bank selaku penerbit kartu 
sebagai penjamin seluruh transaksi yang dilakukan pemegang kartu dengan 
merchant dan penjamin pemegang kartu atas penarikan tunai di ATM bank lain, 
sedangkan penerapan akad qardh yaitu pada waktu bank memberikan pinjaman 
kepada pemegang kartu untuk pengambilan tunai di mesin ATM bank penerbit. 
Pelopor Syariah Card di Indonesia adalah Bank Danamon Syariah yang 
meluncurkan produk Syariah Card dengan nama Dirham Card pada September 
2007, namun pada tahun 2010 aktivasinya sudah ditiadakan, artinya Bank 
Danamon Syariah menghentikan penjualan Syariah Card, dengan populasi 
pengguna Syariah Card (Dirham Card) sudah mencapai 21.000 pengguna pada 
saat itu (Firmanda, 2014). 
Saat ini posisi Bank Danamon Syariah diambil oleh BNI Syariah yang 
berkolaborasi dengan MasterCard International dalam mengeluarkan produk 
Syariah Card yang bernama BNI iB Hasanah Card pada Februari 2009 
bertepatan dengan acara Festival Ekonomi Syariah (FES) yang diselenggarakan 
oleh Bank Indonesia. iB Hasanah Card merupakan salah satu produk unggulan 
BNI Syariah, dimana hanya ada tiga pemain utama pada bisnis Syariah Card ini 
(www.bnisyariah.co.id). 
BNI Syariah berhasil memperoleh sebanyak 21.133 kartu dari target akuisisi 
iB Hasanah Card sebanyak 20.000 kartu, sehingga jumlah iB Hasanah Card 
sampai akhir tahun 2016 mencapai 262.189 kartu. Bisnis kartu ini mencapai 
93,27% dari target yang ditetapkan di awal tahun 2016, dengan menunjukkan 
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volume penjualan sebesar Rp1,29 triliun dan outstanding pembiayaan iB Hasanah 
Card mencapai Rp367,60 miliar (Laporan Tahunan BNI Syariah, 2016).  
Berdasarkan survei pendahuluan dengan Bapak Ahmad Yoga Prakoso 
selaku Sales Officer BNI iB Hasanah Card Cabang Yogyakarta, menjelaskan 
bahwa target akuisisi nasabah baru pada produk iB Hasanah Card ini rata-rata 
bisa mencapai 2.500 sampai 3.000 kartu per bulan secara keseluruhan. Untuk 
Kantor Cabang Yogyakarta sendiri jumlah iB Hasanah Card yang beredar hanya 
3.300 kartu per tahun 2017, sebab pertumbuhannya baru 10% setiap tahun yaitu 
sebesar 21,9 miliar. Pada tahun 2017, jumlah pemegang iB Hasanah Card di 
Indonesia telah mencapai 265.000 kartu dengan outstanding nominal transaksi 
Rp350 miliar. 
Syariah Card semakin menunjukkan eksistensinya sebagai Alat Pembayaran 
Menggunakan Kartu (APMK) yang bisa menjadi alternative bila dibandingkan 
dengan kartu kredit (www.bi.go.id). Bapak Yoga menyatakan bahwa fakta yang 
terjadi, banyak masyarakat yang menyamakan Syariah Card dengan kartu kredit 
karena secara umum bentuk dan penggunaannya hampir sama. Padahal Syariah 
Card diterbitkan berdasarkan ketentuan syariat Islam, mulai dari mekanisme 
akad-akadnya, kesesuaian hukumnya maupun perhitungannya. 
Bapak Yoga menjelaskan lebih lanjut, sebagaimana penggunaan kartu kredit 
pada umumnya, seorang nasabah yang menggunakan kartu kredit sudah 
seharusnya memenuhi kewajibannya, baik dalam biaya, peraturan serta kebijakan 
yang telah ditentukan oleh pihak penerbit kartu.  
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Begitu juga dalam penggunaan Syariah Card tentunya ada kewajiban–
kewajiban yang harus dipenuhi oleh nasabah seperti halnya ketika nasabah 
terlambat dalam menyelesaikan pembayaran tagihan atas transaksi yang pernah 
dilakukan, maka nasabah tersebut akan dikenakan denda keterlambatan. Selain 
itu, nasabah juga harus mengganti rugi setiap biaya riil yang dikeluarkan pihak 
bank dalam menagih pembayaran, misalnya biaya telepon, biaya transportasi, dan 
lain-lain. 
Bank syariah yang mengeluarkan Syariah Card tidak diperkenankan untuk 
memungut bunga tetapi hanya imbal jasa atau fee dari setiap pemakaian Syariah 
Card tersebut. Sementara itu, untuk ketentuan mengenai denda, bank 
diperbolehkan mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang nantinya dana 
tersebut diakui sebagai dana sosial, bukan dimasukkan ke dalam pendapatan bank 
syariah. Bank juga diperbolehkan meminta ganti rugi kepada nasabah sebesar 
biaya riil yang dikeluarkan, dimana biaya tersebut nantinya akan dimasukkan 
sebagai pendapatan bank (Solikhah, 2016). 
Bapak Yoga juga menyatakan bahwa iB Hasanah Card mengenakan denda 
kepada pemegang kartu yang terlambat membayar tagihan pada waktu yang telah 
ditentukan, bertujuan supaya pemegang kartu lebih disiplin dan bertanggung 
jawab dalam memenuhi kewajibannya. Setelah dikenakan denda, pemegang kartu 
akan diperiksa untuk kelanjutan pembayaran yang belum bisa dibayarkannya.  
Menurut Yaya (2014: 161), meskipun demikian, dalam praktiknya bank 
syariah sangat hati-hati menerapkan ketentuan denda. Sejauh ini, bank lebih 
mengedepankan pendekatan persuasive (pencegahan) dengan mengingatkan 
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kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karenanya, beberapa bank 
syariah hampir tidak menerapkan kebijakan dendanya kepada nasabah. Dalam 
keadaan nasabah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank 
menunda tagihan sampai nasabah sanggup membayar tagihannya. 
Salah satu aspek yang perlu dikaji untuk memastikan penerapan Syariah 
Card benar-benar sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan berbeda 
dengan kartu kredit, yaitu dalam hal perlakuan akuntansi untuk dana sosial yang 
bersumber dari denda Syariah Card. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Mawardhika (2013) bahwa perlakuan akuntansi denda merupakan 
salah satu hal yang membedakan antara kartu kredit dengan Syariah Card. 
Berkaitan dengan perlakuan akuntansi Syariah Card, PSAK yang relevan 
adalah PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, dimana dalam 
PSAK tersebut menjelaskan tentang perlakuan akuntansi setiap transaksi yang 
dilakukan, mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, sampai 
pengungkapannya. Selain itu, PSAK 107 juga dijadikan acuan dalam penelitian 
ini karena PSAK 107 membahas  tentang akad ijarah yang merupakan salah satu 
akad yang digunakan dalam transaksi Syariah Card, serta PAPSI 2013 yang 
memaparkan jurnal-jurnal di setiap transaksi yang dilakukan. 
Selain masalah yang telah dideskripsikan di atas, penelitian ini 
dilatarbelakangi pula karena adanya beberapa penelitian terdahulu yang meneliti 
tentang Syariah Card. Namun demikian, banyak penelitian yang lebih fokus 
meneliti hal yang berkaitan dengan aspek kesyariahannya dan hanya sedikit 
penelitian yang membahas tentang perlakuan akuntansi Syariah Card.  
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Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Amsal dan Dewi (2013) 
yang temuan penelitiannya mengatakan bahwa penerapan Syariah Card dari segi 
operasionalnya sudah memenuhi segala kaidah yang ditetapkan Fatwa DSN-MUI 
walaupun terdapat beberapa hal yang masih perlu menjadi catatan dalam 
penerapannya yaitu tentang ta’widh, denda keterlambatan, dan fee kafalah. 
Sementara itu, untuk penerapan akuntansi, baik PSAK 59, PSAK 107, dan PAPSI 
2003 masih terdapat hal yang harus disesuaikan dengan standar tersebut.  
Menurut Mawardhika (2013), karena pencatatan akuntansi antara bank satu 
dengan bank lain berbeda-beda, sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan 
bahwa masih banyak praktik riba yang dilakukan oleh bank syariah. Oleh karena 
itu, dalam kegiatan operasional bank syariah perlu dipantau agar tidak terjadi 
penyimpangan atau kecurangan terhadap peraturan yang ada mengenai Syariah 
Card. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
terkait Syariah Card (iB Hasanah Card) yang diberi judul “Analisis Implementasi 
dan Perlakuan Akuntansi Syariah Card pada Bank Negara Indonesia Syariah 
Kantor Cabang Yogyakarta”. 
 
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah pada 
penelitian ini yaitu masih banyak masyarakat yang meragukan apakah produk 
Syariah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta sudah benar sesuai 
dengan ketentuan syariat Islam atau belum. Hal tersebut dikarenakan masyarakat 
belum mengetahui secara detail mengenai perbedaan Syariah Card dengan kartu 
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kredit baik dalam hal implementasinya dan perlakuan akuntansinya di setiap 
transaksi yang dilakukan. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Dari identifikasi masalah di atas, penulis akan membatasi penelitian ini agar 
lebih terarah dan fokus pada permasalahan:  
1. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 
tentang Syariah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta. 
2. Perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, sampai 
pengungkapan) Syariah Card berdasarkan PSAK 101, PSAK 107, dan PAPSI 
2013 pada Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Yogyakarta. 
 
1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan 
permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: 
1. Apakah implementasi produk Syariah Card (iB Hasanah Card) di BNI 
Syariah Kantor Cabang Yogyakarta sudah sesuai dengan Fatwa Dewan 
Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006? 
2. Apakah perlakuan akuntansi pada transaksi Syariah Card (iB Hasanah Card)  
di BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta sudah sesuai dengan PSAK 101, 
PSAK 107, dan PAPSI 2013? 
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1.5. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui kesesuaian implementasi produk Syariah Card (iB 
Hasanah Card) di BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta berdasarkan 
Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006. 
2. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi pada transaksi Syariah 
Card (iB Hasanah Card) di BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta 
berdasarkan PSAK 101, PSAK 107, dan PAPSI 2013. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini dapat memperluas, meningkatkan dan 
mengembangkan pemahaman serta wawasan tentang perlakuan akuntansi 
terhadap Syariah Card di dunia perbankan syariah bagi pihak-pihak yang 
membutuhkan. 
b. Dapat memberikan informasi kepada nasabah mengenai produk Syariah 
Card, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan masyarakat untuk 
mengambil keputusan dalam memilih Syariah Card yang baik dan tepat 
serta lebih bisa menggunakan Syariah Card dengan bijak. 
c. Dapat memberikan kontribusi sebagai bahan literature terkait 
implementasi dan perlakuan akuntansi produk Syariah Card, serta untuk 
pengembangan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama. 
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2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi terhadap implementasi 
Syariah Card, apakah sudah sesuai dengan ketentuannya, baik ketentuan 
Fatwa DSN No: 54/DSN-MUI/X/2006 maupun ketentuan standar akuntansi 
yang berlaku di Indonesia (PSAK 101, PSAK 107, dan PAPSI 2013). 
 
1.7. Hasil Penelitian yang Relevan 
Hasil penelitian yang relevan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 
otentisitas suatu karya ilmiah serta posisinya di antara karya-karya sejenis dengan 
tema atau pendekatan yang serupa. Selanjutnya, penulis akan memaparkan 
beberapa penelitian yang telah berwujud jurnal terdahulu, yang sedikit banyak 
berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dalam penelitian yang 
dilakukan, penulis mencoba menghubungkannya dengan penelitian terdahulu 
untuk mencari fenomena yang terjadi saat ini.  
Berikut penelitian yang sudah pernah dilakukan dari penelitian terdahulu 
yang meliputi judul penelitian, peneliti, tahun, metode, data/sampel dan hasil 
penelitian. 
Tabel 1.2 
Penelitian yang Relevan 
No. Judul Peneliti dan 
Metode 
Hasil Penelitian 
1. Analisis 
Kesesuaian Kartu 
Pembiayaan 
Syariah 
Berdasarkan 
Fatwa dan 
Standar 
Akuntansi yang  
Amsal dan Dewi 
(2013). Metode 
kualitatif dengan 
teknik analisis 
deskriptif dan 
eksploratori. 
Penerapan kartu pembiayaan 
syariah dari segi operasionalnya 
sudah memenuhi segala kaidah 
yang ditetapkan Fatwa DSN-MUI 
walaupun terdapat beberapa hal 
yang masih dipertanyakan oleh 
sebagian ahli fiqih. Untuk 
penerapan akuntansi, baik PSAK  
Tabel berlanjut… 
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Lanjutan Tabel 1.2 
No. Judul Peneliti dan 
Metode 
Hasil Penelitian 
 berlaku di 
Indonesia 
 59, PSAK 107, dan PAPSI 2003 
masih terdapat hal yang harus 
disesuaikan dengan standar 
tersebut. Peneliti berpendapat 
bahwa ta’widh, denda 
keterlambatan, dan fee kafalah 
tidak diperbolehkan. 
2. Perlakuan 
Akuntansi 
terhadap Denda 
Kartu Kredit 
Bank Syariah 
pada PT. Bank 
BNI Syariah 
Cabang Surabaya 
Mawardhika 
(2013). Metode 
deskriptif dengan 
teknik analisis 
kuantitatif. 
Pada bank syariah, denda yang 
dikenakan dari terlambatnya 
pembayaran tagihan akan 
disumbangkan dan masuk dalam 
anggaran dana kebajikan, tapi 
bank konvensional memasukan 
dendanya pada pendapatan dari 
bank konvensional sendiri. 
3. Kajian 
Kesyariahan 
Kartu Kredit 
Syariah: Teori 
dan Realita (Studi 
pada Bank BNI 
Syariah Kota 
Malang) 
Rahmadianto 
(2013). Metode 
kualitatif dengan 
pendekatan 
fenomenologi. 
1. Perbedaan antara bunga pada 
kartu kredit konvensional dan 
fee pada kartu kredit syariah 
hanyalah pada perhitungannya 
saja namun perbedaan yang 
ada pada kartu kredit ini masih 
belum bisa menjadikan kartu 
kredit ini sesuai syariah. 
2. Hasanah Card dalam 
pembuatan akad untuk kartu 
kredit masih dilakukan secara 
sepihak oleh bank sehingga 
masih belum memenuhi 
kriteria syariah. 
3. Selain itu, permasalahan 
kesesuaian hukum dalam kartu 
kredit ini telah sesuai dengan 
kesyariahan, yaitu ditangani 
dengan azas kekeluargaan. 
4. Syariah Card 
Pesrpektif Al-
Maqasid Syariah 
Mustofa (2015). 
Metode studi 
literature. 
Kartu kredit syariah yang tidak 
menggunakan suku bunga dalam 
pembayarannya bukan berarti 
diperbolehkan dalam prespektif 
Islam, tetapi harus dilihat dari 
berbagai aspek misalnya segmen 
pasar, perilaku nasabah, dan adat 
atau kebiasaan nasabah yang 
menyertainya. Sehingga kebaikan  
Tabel berlanjut… 
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Lanjutan Tabel 1.2 
No. Judul Peneliti dan 
Metode 
Hasil Penelitian 
   dari berbagai aspek dapat 
memberikan solusi bagi kebaikan 
umat Islam. 
5. Kartu Kredit 
Syariah dalam 
Tinjauan Islam  
Wardani (2016).   
Pendekatan 
kualitatif dan 
metode analisis 
evaluatif. 
Akad-akad kartu kredit syariah 
hukumnya boleh dan 
penggunaannya disesuaikan 
dengan transaksi yang terjadi. 
Perlu dievaluasi bahwa penerapan 
denda atas pembayaran yang 
menimbulkan riba nasi’ah tidak 
bisa di abaikan begitu saja, karena 
akan menimbulkan bahaya yang 
lebih besar daripada memperbaiki 
mekanisme kerja yang ada pada 
kartu kredit syariah. 
 
 
1.8. Metode Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta. Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis 
deskriptif dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Untuk 
data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung di BNI 
Syariah Kantor Cabang Yogyakarta mengenai iB Hasanah Card, dan data 
sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui literatur-literatur yang berasal 
dari studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian.  
Adapun objek penelitian ini yaitu BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta. 
Sedangkan informan dalam penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam 
kegiatan operasional produk iB Hasanah Card dan perhitungan akuntansinya 
yaitu Pimpinan Kantor Cabang BNI Syariah, Sales Officer iB Hasanah Card, dan 
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Accounting yang diharapkan dapat memberikan semua informasi yang dibutuhkan 
oleh penulis dalam penelitian yang berfokus pada Syariah Card. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara, 
dokumentasi, observasi dan studi pustaka. Sedangkan dalam menguji kredibilitas 
data, cara yang dilakukan yaitu dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi 
yang digunakan adalah triangulasi sumber (mendapatkan data berdasarkan pada 
sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama) dan triangulasi teknik 
(teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari 
sumber yang sama). 
 
1.9. Jadwal Penelitian 
Terlampir. 
 
1.10. Sistematika Penulisan Skripsi 
Sistematika penulisan skripsi penelitian ini terbagi menjadi 5 bab. Adapun 
masing-masing bab akan dijelaskasn secara singkat sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, 
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bagian ini berisi uraian tentang tema dan teori-teori umum yang dijadikan 
acuan dan landasan dalam penelitian ini. Dalam bab dua ini secara keseluruhan 
membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan Syariah Card sekaligus 
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menjelaskan Fatwa DSN No: 54/DSN-MUI/X/2006 sebagai landasan hukum yang 
didalamnya menjelaskan batasan dan ketentuan-ketentuan dalam penerapan 
Syariah Card. Selain itu juga membahas perlakuan akuntansi Syariah Card 
berdasarkan PSAK 101, PSAK 107, dan PAPSI 2013.  
BAB III METODE PENELITIAN 
Berisi uraian tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, objek 
penelitian serta beberapa pihak yang akan diambil untuk dijadikan informan, data 
dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengujian 
kredibilitas data yang digunakan dalam penelitian. 
BAB IV PEMBAHASAN 
Berisi uraian tentang analisa data penelitian dengan menggunakan teori yang 
telah dituangkan dalam landasan teori dan tinjauan umum. Dalam bab ini akan 
menjelaskan Sejarah BNI Syariah, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Produk 
BNI Syariah serta membahas mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan 
teori yang digunakan oleh peneliti, yaitu tentang implementasi produk iB 
Hasanah Card berdasarkan Fatwa DSN No: 54/DSN-MUI/X/2006 dan perlakuan 
akuntansi iB Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta 
berdasarkan PSAK 101, PSAK 107, dan PAPSI 2013. 
BAB V PENUTUP 
Pada bab ini dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian, dan sekaligus 
dapat menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian. Serta berisi saran-saran 
yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan masukan bagi perusahaan, serta 
ditujukan untuk berbagai pihak dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Bank Syariah 
Bank syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 
kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 
beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2008: 27). 
Definisi bank syariah menurut Triandaru dan Budisantoso (2006: 153) yaitu bank 
yang aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran 
dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu 
jual beli dan bagi hasil. 
Menurut Ismail (2010: 20), bank syariah merupakan bank yang kegiatannya 
mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga 
maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank 
syariah, maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan 
perjanjian antara nasabah dan bank. 
Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bank 
syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan operasionalnya sesuai dengan 
prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist, yang tidak 
menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan 
atau dititipkan oleh suatu pihak. 
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2.2. Syariah Card 
2.2.1. Pengertian Syariah Card 
Berdasarkan Fatwa DSN No: 54/DSN-MUI/X/2006, Syariah Card adalah 
kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan 
sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah 
sebagaimana diatur dalam fatwa. 
Menurut Sulaiman (2006: 20), pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi 
Syariah Card, yaitu: 
1. Penerbit (issuer) adalah pihak yang diberikan kuasa oleh undang-undang 
untuk menerbitkan kartu kepada nasabahnya, ia menjadi wakil atas cardholder 
tersebut dalam membayar nilai pembelian yang dilakukannya kepada 
merchant. 
2. Pemegang kartu (cardholder) adalah orang yang namanya dicantumkan dalam 
kartu kredit, atau orang yang diberi kuasa untuk memakainya, dan ia 
berkewajiban melunasi semua kewajiban yang timbul akibat pemakaian kartu 
tersebut kepada pihak issuer. 
3. Pedagang (merchant) adalah pihak yang menerima jasa pembayaran melalui 
kartu, sekaligus pihak yang memberikan barang dan jasa kepada cardholder 
sesuai dengan kesepakatan mereka. Sebelum menerima pembayaran dengan 
kartu, merchant telah melakukan perjanjian kerjasama dengan issuer. 
Ide penggunaan Syariah Card di Indonesia mulai muncul pada awal tahun 
2003, ketika terjadi forum Free Session di Bank Indonesia pada tanggal 30 Januari 
2003 (Pujiyono, 2005). Sejak saat itu wacana penggunaan Syariah Card 
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mengalami perdebatan panjang hingga sampai saat ini. Masih banyak yang 
mengatakan bahwa Syariah Card lebih mendekatkan diri kepada sifat israf 
(berlebih-lebihan) sehingga mendorong umat Islam bersikap konsumtif, boros dan 
membiasakan untuk berutang. Namun di lain hal ada juga yang berpendapat jika 
sifat israf tersebut dibatasi maka dapat mengontrol hal tersebut (Firmanda, 2014). 
Ada juga yang mengatakan bahwa terdapat unsur haram pada transaksi 
Syariah Card, namun setelah ditetapkan oleh ulama-ulama sedunia Syariah Card 
dibenarkan untuk digunakan, dan tentunya Syariah Card itu sendiri praktek 
transaksinya tidak menggunakan sistem riba, yaitu sistem yang memberlakukan 
ketentuan bunga bila pelunasan hutang kepada penjamin menunggak (Solikhah, 
2016). 
 
2.2.2. Mekanisme Transaksi Syariah Card 
Gambar 2.1 
Mekanisme Transaksi Syariah Card 
 
 
 
 
 
Sumber: Amsal dan Dewi (2013) 
1. Calon cardholder mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan 
memenuhi segala persyaratan dan peraturan yang telah dibuat oleh bank 
 
Pemegang Kartu 
(Card Holder) 
 
Pedagang 
(Merchant) 
 
Penerbit Kartu 
(Issuer) 
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penerbit kartu (issuer). Pada tahap ini akan dijelaskan hak dan kewajiban 
masing-masing pihak antara calon cardholder dan issuer. 
2. Apabila telah disetujui maka issuer akan menerbitkan kartu setelah melalui 
penelitian terhadap kredibilitas dan kapabilitas calon cardholder tersebut. 
Pada tahap ini terjadi kesepakatan akan akad-akad yang akan dilakukan antara 
kedua belah pihak. 
3. Issuer dalam rangka memberikn pelayanan kepada cardholder melakukan 
kerjasama dengan merchant agar kartu tersebut nantinya dapat digunakan. 
Pada tahap ini terjadi kafalah, penjaminan cardholder terhadap merchant. 
4. Dengan kartu yang telah dipegangnya, cardholder dapat melakukan transaksi 
pembelanjaan barang atau jasa di tempat-tempat yang telah mengikat 
perjanjian dengan issuer, serta menunjukkan kartu tersebut sebagai bukti 
transaksi. Pada tahapan ini terjadi ijarah penggunaan kartu oleh cardholder. 
5. Issuer atas kesepakatan di awal membayarkan transaksi yang terjadi antara 
cardholder dan merchant setelah dilakukan pemotongan harga. Pada tahapan 
ini terjadi peminjaman/qardh dari issuer ke cardholder. 
6. Merchant memberikan barang/jasa yang sebelumnya telah dibayarkan oleh 
issuer terhadap cardholder. 
7. Cardholder membayar kewajibannya kepada issuer atas pinjaman yang 
diberikan sekaligus fee atas kafalah dan ijarah yang dinikmatinya. 
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2.2.3. Akad-akad dalam Mekanisme Transaksi Syariah Card 
Menurut Sulaiman (2006: 29), terdapat tiga akad dalam mekanisme transaksi 
Syariah Card, diantaranya yaitu: 
1. Hubungan antara issuer dengan cardholder 
Penetapan akad antara issuer dan cardholder, dalam hal membuat 
kesepakatan berdasarkan prinsip, persyaratan serta batas kredit yang diberikan 
kepada cardholder. Hubungan keduanya memakai akad qardh, dimana pihak 
bank memberikan pinjaman kepada nasabah selaku pengguna kartu, untuk 
mengambil sejumlah uang tunai melalui Syariah Card yang dimilikinya di 
mesin ATM. 
Selain itu, issuer merupakan kafil (penanggung) bagi cardholder di 
hadapan merchant yang berkewajiban membayar semua nilai transaksi yang 
dilakukan cardholder dengan merchant. Hubungan kontrak antara issuer dan 
cardholder bisa dikatakan hubungan pertanggungan (kafalah), menanggung 
sesuatu yang belum wajib menjadi pertanggungan (dhaman maa lam yaji) 
penjamin terhadap utang yang akan menjadi kewajiban. 
Jika dilihat dari sudut lain, issuer mengenakan sejumlah biaya 
keanggotaan (membership fee) kepada nasabah selaku pemegang Syariah 
Card. Dalam hal ini akad lain yang terbentuk antara issuer dengan cardholder 
yaitu akad ijarah sebagai bentuk imbal jasa atas layanan yang telah diberikan 
oleh bank dalam bentuk Syariah Card. 
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2. Hubungan antara  cardholder dengan merchant 
Kontrak yang terjadi antara cardholder dengan merchant bisa berupa 
akad jual beli atau ijarah (sewa). Jika merchant menjual barang kepada 
cardholder, maka akadnya adalah al-ba‟i (jual beli), namun jika yang 
ditawarkan merchant berupa jasa, maka akadnya adalah ijarah. Untuk kedua 
akad ini merchant berhak mendapatkan upah atau pembayarn langsung dari 
issuer yang menanggung seluruh transaksi yang dilakukan cardholder. 
3. Hubungan antara issuer dan merchant 
Setelah melakukan kontrak penerbitan kartu dengan cardholder, issuer 
berkewajiban untuk membayar seluruh transaksi finansial yang dilakukan 
dengan menggunakan kartu, dan hal ini merupakan hakikat atas konsep al-
kafalah bi al-mal. Ketika cardholder menggunakan kartu untuk bertransaksi 
dengan merchant, maka merchant yakin bahwa pihak issuer akan menjadi 
kafil dan membayar seluruh nilai transaksi yang dilakukan cardholder. 
 
2.2.4. Landasan Hukum Syariah Card 
1. Firman Allah SWT dalam Fatwa DSN No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang 
Syariah Card, antara lain: 
a. QS. Al-Maidah [5]: 1 
 ْمُكْيَلَع ىَل ْ ت ُياَملاِإ  ِماَع ْنلأا ُةَمِيَبَ  ْمُكَل ْتَّلُِحأِدوُقُعْلِاباوُفَْوأاوُنَمآ َنيِذَّلااَهُّ َيأَاي  
 ُدِيُرياَم  ُمُكَْيَ  َوَّللا  َّنِإ  ٌمُرُح  ْمُت َْنأَوِدْيَّصلا يِّل ُِمَُر ْ يَغ 
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 
(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 
sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendaki-Nya. 
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b. QS. Al-Isra’ [17]: 34  
 ِدْهَعْلِاباوُفَْوأَو  ُه َّدُشَأ  َغُل ْ ب َي  َّتَّح  ُنَسْحَأ  َيِى   ِتَّلِابلاِإ  ِميِتَيْلا  َلاَماُوبَرْق َتلاَو 
لاوُئْسَم  َناَك  َدْهَعْلا  َّنِإ 
Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara 
yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, 
sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. 
 
c. QS. Yusuf [12]: 72 
  ٌم ي ِعَز  ِو ِب ا َن َأَوير ِع َب  ُل ِْحِ  ِو ِب َء ا َج  ْن َم ِلَو  ِك ِل َم ْل ا  َعاَو ُص ُد ِق ْف  َ ن او ُل ا َق 
Penyeru-penyeru itu berseru: “Kami kehilangan piala Raja; dan 
barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan 
makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”. 
 
2. Hadis Nabi SAW dalam Fatwa DSN No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang 
Syariah Card, antara lain: 
a. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi 
SAW bersabda: 
 ِهِطوُرُش ىَلَع َنوُمِلْسُمْلاَو اًمَارَح َّلَحَأ َْوأ ًلاَلاَح َمَّرَح اًحْلُص َّلاإ يِْمِلْسُمْلا َْيْ َب ٌِزئاَج ُحْلُّصَلا َّلاإ ْم
 َمَّرَح ًاطْرَشاًمَارَح َّلَحَأ َْوأ ًلاَلاَح  
Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) 
boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum 
muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. 
 
b. Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari 
Abu Sa’id al-Khudri, Nabi SAW bersabda: 
 َرا  َرِض  َلا َض َر َلاَوَر  
Tidak boleh membahayakan/merugikan (orang lain) dan tidak boleh 
membalas bahaya dengan bahaya. 
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c. Hadis Nabi riwayat Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad dari 
Syuraid bin Suwaid, Nabi SAW bersabda, yang artinya:  
Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, 
menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya”. 
 
3. Kaidah Fikih dalam Fatwa DSN No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah 
Card, salah satunya yaitu: 
يمرحتلاو نلاطب ىلع ليلدلا موقي تّح ةحابلإا ةلاماعلماو دوقعلا في لصلأا 
Asal melakukan setiap kegiatan akad dan muamalah adalah boleh 
selama tidak ada dalil yang membatalkan atau mengharamkannya. 
 
4. Fatwa DSN No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card 
Dalam fatwa ini menjelaskan bahwa penggunaan Syariah Card 
diperbolehkan, dengan syarat transaksi yang dilakukan sesuai prinsip-prinsip 
syariah, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
a. Ketentuan Hukum 
Syariah Card dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam 
fatwa ini. 
b. Ketentuan Akad 
Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah: 
1) Kafalah; dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (kafil) bagi 
pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) 
yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, 
dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit 
kartu. Atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee 
(ujrah kafalah). 
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2) Qardh; dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman 
(muqridh) kepada pemegang kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai 
dari bank atau ATM bank penerbit kartu. 
3) Ijarah; dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem 
pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas ijarah ini, 
pemegang kartu dikenakan membership fee. 
c. Ketentuan tentang Batasan (Dhawabith wa Hudud) Syariah Card 
1) Tidak menimbulkan riba. 
2) Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. 
3) Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf), dengan cara 
antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. 
4) Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk 
melunasi pada waktunya. 
5) Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah. 
d. Ketentuan Fee 
1) Iuran Keanggotaan (membership fee) 
Penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan (rusum al-
‟udhwiyah) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang 
kartu sebagai imbalan (ujrah) atas izin penggunaan fasilitas kartu. 
2) Merchant Fee 
Penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek 
transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (ujrah) atas perantara 
(samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsil al-dayn). 
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3) Fee Penarikan Uang Tunai 
Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (rusum sahb 
al-nuqud) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang 
besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan. 
4) Fee Kafalah 
Penerbit kartu boleh menerima fee dari pemegang kartu atas pemberian 
kafalah. 
5) Semua bentuk fee tersebut di atas (a s-d d) harus ditetapkan pada saat 
akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee. 
e. Ketentuan Ta‟widh dan Denda 
1) Ta‟widh 
Penerbit kartu dapat mengenakan ta‟widh, yaitu ganti rugi terhadap 
biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan 
pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh 
tempo. 
2) Denda Keterlambatan (late charge) 
Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran 
yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. 
f. Ketentuan Penutup 
1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah atau melalui Pengadilan 
Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
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2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 
 
2.2.5. Gabungan Akad dalam Syariah Card 
Secara umum akad yang digunakan oleh para pihak dalam penerbitan 
Syariah Card yaitu akad kafalah, qardh dan ijarah. Secara fiqh ada dua pendapat 
mengenai implementasi akad dalam Syariah Card, karena akad yang digunakan 
lebih dari satu atau dikenal dengan multiakad (Hasanuddin, 2009: 12).  
Hukum multiakad tidak bisa semata-mata dilihat dari hukum akad-akad 
yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh 
ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad tersebut terhimpun 
dalam satu transaksi. Ketentuan ini pernah diutarakan oleh Al-Syatiby dalam 
Hasanuddin (2009: 12), yaitu penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan 
bahwa dampak hukum dari sesuatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad 
itu sendiri-sendiri. 
Menurut Sahroni (2016: 202-203), pada prinsipnya multiakad itu dibolehkan 
dalam fiqh Islam jika memenuhi syarat-syaratnya karena beberapa alasan sebagai 
berikut: 
1. Tidak ada dalil hukum yang melarang akadnya, karena pada dasarnya semua 
bentuk muamalah boleh dilakukan. 
2. Maqashid disyariatkannya akad-akad tersebut adalah memperjelas hak dan 
kewajiban para pihak akad, sehingga setiap pihak mendapatkan haknya tanpa 
didzalimi. 
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3. Jumhur ulama menegaskan bahwa jika setiap unsur akad yang ada dalam 
multiakad itu hukumnya sah, maka gabungan akad tersebut itu juga sah. 
Nash yang melandasi alasan tersebut salah satunya dalam QS. An-Nisa’ ayat 
29, yang artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.  
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam perniagaan hanya disyaratkan rasa 
suka sama suka. Ini berarti rasa suka sama suka adalah dasar kehalalan 
memperoleh sesuatu. Jika kerelaan menjadi dasar bagi kehalalan, maka setiap 
aktivitas yang didasari kerelaan menjadi halal berdasarkan petunjuk Al-Qur’an, 
selama tidak mengandung sesuatu yang diharamkan seperti perniagaan atas objek-
objek yang diharamkan (Hasanuddin, 2009: 13). 
Selain itu juga hukum multiakad dalam Syariah Card juga diperbolehkan 
berdasarkan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 1: 
...  ِدوُقُعْلِاباوُفَْوأاوُنَمآ َنيِذَّلااَهُّ َيأَاي 
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu… 
Akhir kalimat di atas adalah akad-akad (uqud). Dalam ayat ini Allah 
memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Kata akad 
ini disebutkan secara umum, tidak menunjuk pada akad tertentu, artinya secara 
prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi 
akad itu (Hasanuddin, 2009: 14). 
Menurut Sahroni (2016: 165), meski ada multiakad yang diharamkan, 
namun pada prinsipnya dari multiakad ini adalah boleh dan hukum multiakad 
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diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya, selama akad-akad yang 
membangunnya adalah boleh, serta tidak adanya unsur ketidakpastian dan 
keterpaksaan dalam melakukan akad kedua.  
Dalam Fatwa DSN, hukumnya menjadi boleh jika akad ijarah menjadi akad 
inti dan qardh menjadi pelengkap. Dalam fiqih, akad-akad pelengkap diberikan 
dispensasi, berbeda dengan akad-akad inti. Oleh karena itu banyak hal yang 
dilarang dalam akad-akad inti, tetapi diperbolehkan terjadi dalam akad-akad 
pelengkap (Sahroni, 2016: 205-207). 
Dalam produk Syariah Card, akad ijarah, kafalah, dan qardh dilakukan 
dengan satu akad saja, dan tidak boleh mensyaratkan akad ba‟i, akad ijarah dalam 
akad qardh. Multiakad dalam produk ini, rukun dan syarat setiap akad yang 
dikandungnya tidak harus dilakukan secara formal dan tertib, bahkan rukun dari 
setiap akadnya dapat digabung dengan syarat tidak ada yang membatalkan satu 
sama lain (Sahroni, 2016: 209). 
 
2.3. Akad Kafalah 
2.3.1. Pengertian Akad Kafalah 
Menurut Nurhayati dan Wasilah (2014: 256), kafalah disebut juga dhaman 
(jaminan), hamalah (beban), dan za‟amah (tanggungan). Akad kafalah yaitu 
perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada 
pihak ketiga (makfuul lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak 
yang ditanggung (makfuul anhu/ashiil). 
Secara teknis akad kafalah merupakan perjanjian antara seseorang yang 
memberikan penjaminan dalam memberikan utang kepada seorang debitor, 
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dimana utang debitor akan dilunasi oleh penjamin apabila debitor tidak membayar 
utangnya. Kafalah bisa atas sesuatu yang bersifat segera atau dapat juga bersyarat. 
Kafalah merupakan salah satu jenis akad tabarru‟ yang bertujuan untuk saling 
tolong-menolong (Nurhayati dan Wasilah, 2014: 256). 
Gambar 2.2 
Skema Kafalah 
 
 
 
Sumber: Nurhayati dan Wasilah, 2014: 257 
Keterangan:  
1. Penanggung bersedia menerima tanggungan dari pihak yang ditanggung. 
2. Penanggung menyepakati akad kafalah dengan pihak ketiga. 
 
2.3.2. Landasan Hukum tentang Kafalah 
1. Firman Allah dalam Fatwa DSN No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah, 
salah satunya yaitu: 
 ٌم ي ِعَز  ِو ِب ا َن َأَوير ِع َب  ُل ِْحِ  ِو ِب َء ا َج  ْن َم ِلَو  ِك ِل َم ْل ا  َعاَو ُص ُد ِق ْف  َ ن او ُل ا َق 
Penyeru-penyeru itu berseru: “Kami kehilangan piala Raja; dan barang 
siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan 
(seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya” (QS. Yusuf [12]: 
72). 
 
 
 
Kaafil/Penanggung 
Makful „alaih/Pihak yang ditanggung 
Makful/Pihak ketiga 
2 
1 
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2. Hadis Nabi dalam Fatwa DSN No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah, 
yang artinya:  
Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki 
untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, „Apakah ia mempunyai 
utang?‟ Sahabat menjawab, „Tidak‟. Maka, beliau mensalatkannya. 
Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 
„Apakah ia mempunyai utang?‟ Sahabat menjawab, „Ya‟. Rasulullah 
berkata, „Salatkanlah temanmu itu‟ (beliau sendiri tidak mau 
mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, „Saya menjamin utangnya, 
ya Rasulullah‟. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut 
(HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa). 
 
3. Fatwa DSN No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah 
Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa tentang kafalah untuk 
dijadikan pedoman lembaga keuangan syariah agar kegiatan kafalah dilakukan 
sesuai dengan ajaran Islam. Adapun keputusan yang ditetapkan DSN antara 
lain: 
Pertama : Ketentuan Umum Kafalah  
a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad.  
b. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang 
tidak memberatkan.  
c. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan 
secara sepihak. 
Kedua : Rukun dan Syarat Kafalah  
a. Pihak Penjamin (Kafiil) 
1) Baligh (dewasa) dan berakal sehat. 
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2) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan 
hartanya dan rela dengan tanggungan kafalah tersebut. 
b. Pihak Orang yang Berutang (Ashiil, Makfuul „anhu) 
1) Sanggup menyerahkan tanggungannya (utang) kepada penjamin. 
2) Dikenal oleh penjamin. 
c. Pihak Orang yang Berpiutang (Makfuul Lahu) 
1) Diketahui identitasnya. 
2) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa. 
3) Berakal sehat. 
d. Objek Penjaminan (Makful Bihi) 
1) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, 
benda, maupun, pekerjaan. 
2) Bisa dilaksanakan oleh penjamin. 
3) Harus merupakan utang mengikat, yang tidak mungkin hapus kecuali 
setelah dibayar atau dibebaskan. 
4) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya. 
5) Tidak bertentangan dengan syariah. 
Ketiga : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 
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2.3.3. Rukun dan Syarat Kafalah 
Menurut Suhendi (2008: 191), rukun dan syarat kafalah adalah sebagai 
berikut: 
1. Dhamin, kafil, atau za‟im, yaitu orang yang menjamin dimana ia disyaratkan 
sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya (mahjur) dan 
dilakukan dengan kehendaknya sendiri. 
2. Madmun lah, yaitu orang yang berpiutang syaratnya ialah bahwa yang 
berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Madmun lah disebut juga 
dengan Mafkul lah, madmun lah disyaratkan dikenal oleh penjamin karena 
manusia tidak sama dalam hal tuntunan, hal ini dilakukan demi kemudahan 
dan kedisiplinan. 
3. Madmun‟anhu atau Makful‟anhu adalah orang yang berutang. 
4. Madmun bih atau Makful bih adalah utang, barang atau orang, disyaratkan 
pada Mafkul Bih dapat diketahui dan tetap keadaannya baik sudah tetap 
maupun akan tetap. 
5. Lafadz disyaratkan keadaan Lafadz itu berarti menjamin, tidak digantungkan 
kepada sesuatu dan tidak berarti sementara. 
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2.3.4. Perlakuan Akuntansi Kafalah 
Tabel 2.1 
Perlakuan Akuntansi Kafalah 
Bagi Pihak Penjamin 
1. Pada saat menerima imbalan tunai (tidak berkaitan dengan jangka waktu) 
Kas 
Pendapatan kafalah 
xxx  
xxx 
2. Pada saat membayar beban 
Beban kafalah 
Kas 
xxx  
xxx 
Bagi Pihak yang Meminta Jaminan 
3. Pada saat membayar beban 
Beban kafalah 
Kas 
xxx  
xxx 
Sumber: Nurhayati dan Wasilah (2014: 259) 
 
2.4. Akad Qardh 
2.4.1. Pengertian Qardh 
Menurut Nurhayati dan Wasilah (2014: 259), qardh adalah pinjaman tanpa 
dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang 
seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena kalau 
meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar 
dari pinjaman yang diberikan. Namun, si peminjam boleh saja atas kehendaknya 
sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya. 
Pinjaman qardh bertujuan untuk diberikan pada orang yang membutuhkan 
atau tidak memiliki kemampuan finansial, untuk tujuan sosial atau untuk 
kemanusiaan. Cara pelunasan dan waktu pelunasan pinjaman ditetapkan bersama 
antara pemberi dan penerima pinjaman. Sumber dana qardh dapat berasal dari 
eksternal atau internal (Nurhayati dan Wasilah, 2014: 259).  
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Sumber dana eksternal meliputi dana qardh yang diterima entitas bisnis dari 
pihak lain (misalnya dari sumbangan, infak, shadaqah, dan sebagainya). 
Sedangkan contoh sumber dana qardh yang disediakan para pemilik entitas bisnis, 
yaitu pendapatan nonhalal, denda, dan lain sebagainya (Nurhayati dan Wasilah, 
2014: 260). 
Gambar 2.3 
Skema Qardh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Nurhayati dan Wasilah, 2014: 260 
Keterangan: 
1. Pemberi pinjaman menyepakati akad qardh dengan peminjam. 
2. Peminjam menerima dan menjalankan usaha dengan dana pinjaman. 
3. Jika memperoleh laba maka akan diperoleh peminjam. 
4. Dana pinjaman akan dikembalikan kepada pemberi pinjaman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 2 
1 Pemberi 
pinjaman 
 
Peminjam 
 
Bisnis 
Hasil 
usaha laba 
2 
2 
3 
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2.4.2. Landasan Hukum tentang Qardh 
1. Firman Allah dalam Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh, 
salah satunya yaitu: 
 ُهوُبُتْكَاف ى ًّمَسُم ٍلَجَأ َٰلَِإ ٍنْيَدِب ْمُتْن َياَدَت اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي...  
Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai 
sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis… (QS. Al-Baqarah [2]: 
282). 
 
2. Hadis Nabi dalam Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh, 
salah satunya yaitu: 
Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik 
dalam pembayaran utangnya (HR. Bukhari). 
 
3. Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh 
Pertama : Ketentuan Umum Qardh  
a. Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang 
memerlukan. 
b. Nasabah Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada 
waktu yang telah disepakati bersama. 
c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. 
d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. 
e. Nasabah Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan 
sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. 
f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh 
kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan 
ketidakmampuannya, LKS dapat:  
1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau  
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2) Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.  
Kedua : Sanksi 
a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan 
sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena 
ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. 
b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 
dapat berupa -- dan tidak terbatas pada -- penjualan barang jaminan. 
c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi 
kewajibannya secara penuh.  
Ketiga : Sumber Dana 
Dana Qardh dapat bersumber dari: 
a. Bagian modal LKS;  
b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan  
c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya 
kepada LKS. 
Keempat : a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 
jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka 
penyelesaianya dilakukam melalui badan Arbitrasi Syariah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
b. Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah 
dan disempurnakan sebagaimana mestinya.  
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2.4.3. Rukun dan Syarat Transaksi Qardh 
Menurut Mardani (2012: 335) rukun dan syarat transaksi qardh adalah 
sebagai berikut: 
1. Shighat (ijab qabul). Ijab yaitu suatu ucapan dari pemberi hutang yang 
menyatakan pernyataan pemberian hutang. Penerima hutang menerima 
pernyataan pemberian hutang yang disebut qabul. 
2. „Aqidain merupakan dua pihak yang melakukan akad, yaitu pihak yang 
memberi hutang dan menerima hutang, yang syarat utama dari pemberi hutang 
adalah merdeka, baligh, berakal sehat, dan dapat membedakan baik dan buruk. 
3. Harta yang dihutangkan oleh pemberi hutang harus memenuhi beberapa rukun 
diantaranya yaitu harta tersebut harus memiliki nilai yang sama, kadar yang 
sama, harta yang dipinjamkan harus diketahui kadarnya. 
 
2.4.4. Perlakuan Akuntansi Qardh 
Tabel 2.2 
Perlakuan Akuntansi Qardh Berdasarkan PAPSI 2013 
 
Macam-macam Transaksi Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PAPSI 2013 
Akad Pinjaman Qardh – Pinjaman yang diberikan 
Pengakuan dan Pengukuran a. Pinjaman Qardh diakui sebesar jumlah yang 
dipinjamkan pada saat terjadinya. 
b. Biaya administrasi, bonus, ujrah yang dananya 
bersumber dari dana intern diakui sebagai 
pendapatan operasi lain sebesar jumlah yang 
diterima.  
c. Biaya administrasi, bonus, ujrah yang dananya 
bersumber dari dana pihak ketiga diakui 
sebagai pendapatan utama lain dan dibagi-
hasilkan sebesar jumlah yang diterima. 
Penyajian a. Pinjaman Qardh yang bersumber dari intern 
bank dan dana pihak ketiga disajikan pada pos 
Pinjaman Qardh.  
 
Tabel berlanjut… 
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Lanjutan Tabel 2.2 
Macam-macam Transaksi Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PAPSI 2013 
 b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pinjaman 
Qardh disajikan sebagai pos lawan (contra 
account) Pinjaman Qardh.  
Pengungkapan Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:  
1. Rincian jumlah pinjaman Qardh berdasarkan 
sumber dana, jenis penggunaan dan sektor 
ekonomi.  
2. Jumlah pinjaman Qardh yang diberikan kepada 
pihak yang berelasi.  
3. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan 
pengendalian risiko pinjaman Qardh.  
4. Ikhtisar pinjaman Qardh yang dihapus buku 
yang menunjukkan saldo awal, penghapusan 
selama tahun berjalan, penerimaan atas 
pinjaman Qardh yang telah dihapusbukukan 
dan pinjaman Qardh yang telah dihapus tagih 
dan saldo akhir pinjaman Qardh yang dihapus 
buku. 
Sumber: PAPSI 2013 
Tabel 2.3 
Ilustrasi Jurnal Pinjaman Qardh 
1. Pada saat pinjaman Qardh diberikan 
Pinjaman Qardh 
Kas/rekening/kliring 
xxx  
xxx 
2. Pada saat penerimaan biaya administrasi/bonus/imbalan 
Kas 
Pendapatan utama lain/pendapatan operasional lain 
xxx  
xxx 
3. Pada saat pelunasan/cicilan 
Kas/rekening/kliring 
Pinjaman Qardh 
xxx  
xxx 
4. Pada saat pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas pinjaman Qardh 
Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan – pinjaman 
Qardh  
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset keuangan – 
pinjaman Qardh  
xxx  
 
xxx 
5. Pada saat pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas pinjaman Qardh 
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset keuangan – 
pinjaman Qardh  
xxx  
 
 Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan – 
pinjaman Qardh/Keuntungan pemulihan nilai – pinjaman 
Qardh 
 xxx 
Sumber: PAPSI 2013 
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2.5. Akad Ijarah 
2.5.1. Pengertian Akad Ijarah 
Menurut Yaya (2014: 252), akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi 
transaksi pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu 
tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan atas barang itu sendiri.  
Penyewaan dalam sudut pandang Islam meliputi dua hal, yaitu:  
1. Penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia, misalnya menyewa 
seseorang untuk membantu pekerjaan dalam waktu tertentu (pekerja pribadi) 
atau untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu (pekerja umum). 
2. Penyewaan terhadap suatu fasilitas, misalnya penyewaan tempat tinggal, tanah 
garapan atau mobil angkutan. 
 
2.5.2. Landasan Hukum tentang Ijarah 
1. Firman Allah dalam Fatwa DSN No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Pembiayaan Ijarah, yang berbunyi: 
 ُهْرِجْأَتْسا ِتََبأ َاي َاُهُاَدْحِإ ْتَلَاق  ۖ  ُيِْمَْلأا ُّيِوَقْلا َتْرَجْأَتْسا ِنَم َر ْ يَخ َّنِإ  
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, “Hai ayahku! Ambillah ia 
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang 
yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah 
orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (QS. Al-Qashash [28]: 26). 
 
2. Hadis Nabi dalam Fatwa DSN No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Pembiayaan Ijarah, yaitu Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah 
dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi SAW bersabda, yang artinya: 
Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. 
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3. Fatwa DSN No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah 
Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah 
a. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah 
pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk 
lain. 
b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan 
penyewa/pengguna jasa. 
c. Obyek akad ijarah adalah: 
1) manfaat barang dan sewa; atau  
2) manfaat jasa dan upah. 
Kedua : Ketentuan Objek Ijarah 
a. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. 
b. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam 
kontrak. 
c. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan (tidak 
diharamkan). 
d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan 
syariah. 
e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk 
menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan 
sengketa. 
f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka 
waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. 
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g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan di bayarkan 
nasabah ke LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat 
dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah. 
h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari 
jenis yang sama dengan obyek kontrak. 
i. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan 
dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. 
Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah  
a. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa: 
1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan. 
2) Menanggung biaya pemeliharaan barang. 
3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan. 
b. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:  
1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga 
keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak. 
2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak 
materiil). 
3) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari 
penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak 
penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab 
atas kerusakan tersebut. 
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Keempat : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika 
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.  
 
2.5.3. Rukun dan Syarat Ijarah 
Menurut Suhendi (2008: 117), rukun dan syarat ijarah adalah sebagai 
berikut: 
1. Mu‟jir dan musta‟jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau 
upah-mengupah. Mu‟jir adalah orang yang memberikan sewa, dan musta‟jir 
adalah orang yang menyewa. Disyaratkan kepada mu‟jir dan musta‟jir adalah 
baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf (mengendalikan harta), dan saling 
meridhai. 
2. Shighat ijab qabul antara mu‟jir dan musta‟jir, ijab qabul sewa-menyewa dan 
upah-mengupah. 
3. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam 
sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. 
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, 
harus memenuhi beberapa syarat berikut: 
a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-
mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. 
b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah-mengupah 
dapat diserahkan kepada penyewadan pekerja berikut kegunaannya 
(khusus dalam sewa-menyewa) 
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c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) 
menurut syara’ bukan hal yang dilarang (diharamkan) 
d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal zat-nya hingga waktu yang 
ditentukan menurut perjanjian dalam akad. 
 
2.5.4. Perlakuan Akuntansi Ijarah 
Tabel 2.4 
Perlakuan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107 
Macam-macam Transaksi Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 107 
Pengakuan dan Pengukuran 
1. Biaya Perolehan 
 
Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah 
diperoleh sebesar biaya perolehan. 
2. Penyusutan dan Amortisasi Objek ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika 
berupa aset yang dapat disusutkan atau 
diamortisasi, sesuai dengan kebijakan 
penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis 
selama umur manfaatnya (umur ekonomis).  
3. Pendapatan dan Beban 1. Pendapatan sewa selama masa akad diakui 
pada saat manfaat atas aset telah diserahkan 
kepada penyewa. 
2. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar 
nilai yang dapat direalisasikan pada akhir 
periode pelaporan. 
3. Pengakuan biaya perbaikan objek ijarah 
adalah sebagai berikut: 
a. Biaya perbaikan tidak rutin obyek 
ijarah diakui pada saat terjadinya; dan 
b. Jika penyewa melakukan perbaikan 
rutin obyek ijarah dengan persetujuan 
pemilik, maka biaya tersebut 
dibebankan kepada pemilik dan diakui 
sebagai beban pada saat terjadinya. 
4. Perpindahan kepemilikan Pada saat perpindahan kepemilikan objek 
ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam 
ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara: 
1. Hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah 
diakui sebagai beban; 
Tabel berlanjut… 
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Lanjutan Tabel 2.4 
Macam-macam Transaksi Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 107 
 2. Penjualan sebelum berakhirnya masa akad, 
maka selisih antara harga jual dan jumlah 
tercatat objek ijarah diakui sebagai 
keuntungan atau kerugian; 
3. Penjualan setelah selesai masa akad, maka 
selisih antara harga jual dan jumlah tercatat 
objek ijarah diakui sebagai keuntungan 
atau kerugian; 
4. Penjualan secara bertahap, maka: 
a. Selisih antara harga jual dan jumlah 
tercatat sebagian objek ijarah yang 
telah dijual diakui sebagai keuntungan 
atau kerugian; dan 
b. Bagian objek ijarah yang tidak dibeli 
penyewa diakui sebagai aset tidak 
lancar atau aset lancar sesuai dengan 
tujuan penggunaan aset tersebut. 
Penyajian Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah 
dikurangi beban yang terkait, misalnya beban 
penyusutan, beban pemeliharaan dan 
perbaikan, dan sebagainya. 
Pengungkapan Pemilik mengungkapkan dalam laporan 
keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah 
muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas 
pada: 
1. Penjelasan umum isi akad yang signifikan 
yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: 
a. Keberadaan wa‟d pengalihan 
kepemilikan dan mekanisme yang 
digunakan (jika ada wa‟d pengalihan 
kepemilikan); 
b. Pembatan-pembatasan, misalnya ijarah-
lanjut; 
c. Agunan yang digunakan (jika ada). 
2. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan 
atau amortisasi untuk setiap kelompok aset 
ijarah. 
3. Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika 
ada). 
Sumber: PSAK 107 
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Tabel 2.5 
Ilustrasi Jurnal Pembiayaan Ijarah 
 
Transasksi pengadaan asset ijarah 
 Persediaan ijarah 
Kas/rekening pemasok 
xxx 
 
 
xxx 
Transaksi pada saat akad disepakati 
1. Konversi persediaan ijarah menjadi asset, sebagai bentuk pengakuan atas 
adanya pengalihan hak guna kepada penyewa 
Asset yang diperoleh untuk ijarah 
Persediaan ijarah 
xxx  
xxx 
2. Penerimaan biaya administrasi 
Rekening nasabah 
Pendapatan administrasi 
xxx  
xxx 
Transaksi pengakuan penerimaan pendapatan ijarah 
1. Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan saat jatuh tempo 
Kas/rekening nasabah 
Pendapatan ijarah 
xxx  
xxx 
2. 
 
Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan setelah tanggal jatuh tempo 
a. Nasabah belum membayar sewa kepada bank pada tanggal jatuh tempo 
yang sudah ditentukan 
Piutang sewa (porsi pokok) 
Piutang pendapatan sewa (porsi ujrah) 
Pendapatan ijarah - akrual 
xxx 
xxx 
 
 
xxx 
 b. Pembayaran baru dilakukan setelah tanggal jatuh tempo 
Kas/rekening nasabah 
Piutang sewa (porsi pokok) 
Piutang pendapatan sewa (porsi ujrah) 
Pendapatan ijarah – akrual 
Pendapatan ijarah  
xxx 
 
 
xxx 
 
xxx 
xxx 
 
xxx 
3. Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan sebagaian pada saat tanggal 
jatuh tempo dan sebagian lagi setelah tanggal jatuh tempo 
a. Pembayaran sebagian dilakukan pada saat tanggal jatuh tempo 
Kas/rekening nasabah 
Piutang sewa (porsi pokok) 
Piutang pendapatan sewa (porsi ujrah) 
Pendapatan sewa 
Pendapatan sewa - akrual 
xxx 
xxx 
xxx 
 
 
 
xxx 
xxx 
 b. Pembayaran sebagian dilakukan setelah tanggal jatuh tempo 
Kas/rekening nasabah 
Piutang sewa (porsi pokok) 
Piutang pendapatan sewa (porsi ujrah) 
Pendapatan ijarah – akrual 
Pendapatan ijarah  
xxx 
 
 
xxx 
 
xxx 
xxx 
 
xxx 
Tabel berlanjut… 
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Lanjutan Tabel 2.5 
Pengakuan penyusutan asset yang diperoleh untuk ijarah 
 Beban penyusutan asset ijarah 
Akumulasi penyusutan asset ijarah 
xxx 
 
 
xxx 
Perlakuan akuntansi beban perbaikan dan pemeliharaan 
 Beban perbaikan asset ijarah 
Kas/Rekening nasabah  
xxx 
 
 
xxx 
Sumber: Yaya (2014: 258-262) 
 
2.6. Dana Kebajikan 
Menurut Yaya (2014: 284), dana kebajikan merupakan dana sosial di luar 
zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh bank syariah. Berdasarkan 
PSAK 101 paragraf 75, sumber dana kebajikan terdiri atas: 
1. Infak dan Sedekah yang peruntukannya ditentukan secara khusus oleh pemberi 
infak dan sedekah maupun yang tidak. 
2. Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 
3. Pengembalian dana kebajikan produktif. 
4. Denda, merupakan sanksi berupa uang yang dikenakan oleh bank syariah 
kepada nasabah yang mampu, tetapi dengan sengaja menunda-nunda 
pembayaran kewajibannya kepada bank syariah. Semua penerimaan bank 
syariah dari nasabah yang merupakan denda dimasukkan ke dalam dana 
kebajikan. 
5. Pendapatan non-halal, merupakan sumber dana kebajikan yang berasal dari 
transaksi bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema 
syariah, misalnya penerimaan jasa giro. Penerimaan nonhalal pada umumnya 
terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas 
syariah karena secara prinsip dilarang (PSAK 101 Paragraf 78). 
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6. Sumbangan/hibah, adalah bantuan yang mungkin berasal dari orang yang 
bukan beragama Islam ataupun dari instansi dan lembaga yang cenderung 
memilih istilah yang umum dalalm memberikan suatu bantuan. 
Tabel 2.6 
Perlakuan Akuntansi Dana Kebajikan Berdasarkan PSAK 101 
 
Macam-macam Transaksi Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 101 
Pengakuan Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah 
diakui sebagai kewajiban paling likuid dan diakui 
sebagai pengurang kewajiban ketika disalurkan. 
Penyajian Entitas menyajikan Laporan Sumber dan 
Penggunaan Dana Kebajikan sebagai komponen 
utama laporan keuangan, yang menunjukkan: 
a. Sumber dana kebajikan berasal dari 
penerimaan: 
1) Infak; 
2) Sedekah; 
3) Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku; 
4) Pengembalian dana kebajikan produktif; 
5) Denda; dan 
6) Pendapatan nonhalal. 
b. Penggunaan dana kebajikan untuk: 
1) Dana kebajikan produktif; 
2) Sumbangan; dan 
3) Penggunaan lainnya untuk kepentingan 
umum. 
c. Kenaikan atau penurunan sumber dana 
kebajikan; 
d. Saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; 
dan 
e. Saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan. 
Pengungkapan Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan 
atas Laporan Sumber dan Penggunaan Dana 
Kebajikan, tetapi tidak terbatas, pada: 
1) Sumber dana kebajikan; 
2) Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada 
masing-masing penerima; 
3) Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-
masing penerima dana kebajikan 
diklasifikasikan atas pihak yang memiliki 
hubungan istimewa sesuai dengan yang diatur 
dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak  
Tabel berlanjut… 
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Lanjutan Tabel 2.6 
Macam-macam Transaksi Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 101 
 yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan 
pihak ketiga; 
4) Alasan terjadinya dan penggunaan atas 
penerimaan nonhalal; dan 
5) Pengungkapan lain. 
Sumber: PSAK 101 
Menurut Nurhayati dan Wasilah (2014: 261), pelaporan dana kebajikan 
disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana dana kebajikan 
karena dana tersebut bukan asset perusahaan. Oleh sebab itu, seluruhnya dicatat 
dengan akun dana kebajikan dan dibuat buku besar pembantu atas dana kebajikan 
berdasarkan jenis dana kebajikan yang diterima atau yang dikeluarkan. 
Table 2.7 
Ilustrasi Jurnal Dana Kebajikan 
Bagi Pemberi Pinjaman 
1. Saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal 
Dana Kebajikan-Kas 
Dana Kebajikan-Infak/Sedekah/Hasil Wakaf  
xxx  
xxx 
2. Untuk penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan nonhalal 
Dana Kebajikan-Kas 
Dana Kebajikan-Denda/Pendapatan nonhalal 
xxx  
xxx 
3. Untuk pengeluaran dalam rangka pengalokasian dana qardul hasan 
Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif 
Dana Kebajikan-Kas 
xxx  
xxx 
4. Untuk penerimaan saat pengembalian dari pinjaman untuk qardhul hasan 
Dana Kebajikan-Kas 
 Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif 
xxx  
xxx 
Bagi Pihak yang Meminjam 
1. Saat menerima uang pinjaman 
Kas 
Utang 
xxx  
xxx 
2. Saat pelunasan 
Utang  
Kas 
xxx  
xxx 
Sumber: Nurhayati dan Wasilah, 2014: 261-162 
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Tabel 2.8 
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan  
 
PT Bank Syariah “X” 
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan  
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 
 
Sumber Dana Kebajikan 
Infak dan Zakat dari dalam bank syariah 
Sedekah 
Hasil pengelolaan wakaf 
Pengembalian dana kebajikan produktif 
Denda 
Pendapatan non-halal 
Jumlah Sumber Dana Kebajikan 
 
Penggunaan Dana Kebajikan  
Dana kebajikan produktif 
Sumbangan 
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum 
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan  
 
Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan 
Saldo awal dana kebajikan  
Saldo akhir dana kebajikan  
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
 
 
(xxx) 
(xxx) 
(xxx) 
(xxx) 
 
xxx 
xxx 
xxx 
Sumber: PSAK 101 
 
Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi 
sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana 
kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal 
tertentu (PSAK 101 Paragraf 76). 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian 
Dalam penelitian ini, mulai dari pengajuan judul sampai penyusunan skripsi 
dimulai pada bulan Oktober 2017 sampai Juli 2018. Penelitian ini dilakukan di 
Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Yogyakarta yang beralamat di Jl. 
Kusumanegara No. 112, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah 
Istimewa Yogyakarta 55165, Indonesia. 
Alasan penulis memilih BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta sebagai 
tempat penelitian karena bank tersebut merupakan salah satu Badan Usaha Milik 
Negara yang mengeluarkan produk Syariah Card pertama kali di Indonesia 
dengan nama iB Hasanah Card. Serta BNI Syariah juga terdaftar dan diawasi 
oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga segala bentuk operasionalnya bisa 
dijadikan tolak ukur untuk lembaga keuangan syariah lain yang belum terdaftar di 
Otoritas Jasa Keuangan. 
 
3.2. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif yaitu dengan membuat gambaran atau lukisan, secara 
sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara 
fenomena yang diteliti (Emzir, 2012: 3).  
Menurut Prastowo (2012: 24), metode penelitian kualitatif adalah metode 
penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu 
objek pada latar alamiyah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada 
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pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiyah ketika hasil penelitian 
yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, 
namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diteliti. 
Jadi, penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang lebih 
menonjolkan pengumpulan data-data realitas persoalan dengan menggambarkan 
atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang dan berdasarkan 
fakta-fakta (kenyataan) yang tampak sebagaimana adanya data yang dikumpulkan 
berupa kata-kata atau gambar. Jenis penelitian kualitatif deskriptif ini dipilih 
karena data dalam penelitian ini ditujukan bukan untuk diuji, melainkan untuk 
memberikan informasi terkait objek penelitian. 
 
3.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti 
untuk dipelajari dan kemudiain ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2015: 215). 
Sedangkan menurut Kuncoro (2003: 127), populasi adalah sekelompok 
elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau 
kejadian yang cukup menarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek 
penelitian. 
Menurut Sugiyono (2015: 215), dalam penelitian kualitatif tidak 
menggunakan istilah populasi, akan  tetapi oleh Spradley dinamakan “social 
situation” yang terdiri atas tiga elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas 
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yang berinteraksi secara sinergis. Social situation dari penelitian ini yaitu BNI 
Syariah Kantor Cabang Yogyakarta. 
2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut. Sampel yang diambil dari penelitian kualitatif bukan disebut 
sebagai responden melainkan narasumber, partisipan atau informan 
(Sugiyono, 2015: 216). Informan yang penulis ambil dalam penelitian ini 
diantaranya yaitu Pimpinan Kantor Cabang BNI Syariah, Sales Officer iB 
Hasanah Card, dan Accounting. 
Pimpinan Kantor Cabang BNI Syariah merupakan pelaku utama yang 
mengendalikan kegiatan operasional BNI Syariah, sehingga pimpinan 
dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan lebih tentang BNI Syariah 
karena semua kegiatan pengambilan keputusan berada ditangan pimpinan. 
Sales Officer iB Hasanah Card merupakan pihak yang berperan dalam 
hal pemasaran produk iB Hasanah Card. Karena Divisi Konsumer dan Kartu 
Pembiayaan hanya berada di kantor pusat, maka di setiap kantor cabang yang 
mengurusi produk iB Hasanah Card adalah sales officer. Meskipun sales 
officer mungkin tidak ada hubungannya dengan perlakuan akuntansi, akan 
tetapi sales officer disini digunakan sebagai alat validitas data yang diterima 
penulis. 
Accounting bertugas mencatat setiap transaksi keuangan dan dianggap 
memiliki peran penting dalam BNI Syariah. Accounting harus mengetahui 
semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, mulai dari penerimaan 
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kas sampai pengeluaran kas. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi 
penggelapan uang oleh pihak yang tidak berwenang. Penulis ingin mengambil 
sampel 2 orang yang berada dibagian accounting, dimana 1 orang akan 
berperan sebagai informan dan yang satunya lagi akan berperan sebagai alat 
validitas data yang diterima oleh penulis. 
3. Teknik Pengambilan Sampel 
Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive 
sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan 
tertentu (Sugiyono, 2015: 216). Dimana dalam hal ini sampel yang diambil 
hanya orang-orang yang dipandang ahli, kompeten dan mengetahui tentang 
kegiatan operasional yang sedang diteliti seperti Pimpinan Kantor Cabang 
BNI Syariah, Sales Officer iB Hasanah Card, dan Accounting di BNI Syariah 
Kantor Cabang Yogyakarta.  
 
3.4. Data dan Sumber Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah: 
1. Data Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil 
wawancara pihak-pihak yang ada kaitannya dengan Syariah Card. Selain dari 
hasil wawancara, data primer juga diperoleh dari dokumen-dokumen yang 
diberikan oleh pihak bank untuk menunjang penelitian dan semua data ini 
diperoleh dengan melakukan observasi terhadap objek penelitian untuk 
memperoleh informasi sekaligus memberikan gambaran terkait Syariah Card 
(Sugiyono, 2015: 225). 
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2. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari 
perusahaan yang bersangkutan dan merupakan data yang sudah dibukukan dan 
sudah dipublikasikan (Kuncoro, 2003: 127). Data sekunder ini misalnya 
laporan keuangan, brosur, struktur organisasi, serta data-data yang diperoleh 
dari buku, internet, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. 
 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah: 
1. Observasi 
Menurut Herdiansyah (2013: 131-132), observasi adalah suatu kegiatan 
mencari data dengan cara melihat, mengamati, serta merekam perilaku secara 
sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Teknik ini akan meneliti secara 
langsung tentang kegiatan operasional dan perhitungan akuntansi Syariah 
Card di BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta. 
2. Interview/ Wawancara 
Menurut Setyadi dalam Gunawan (2014: 160), wawancara adalah suatu 
percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses 
tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. 
Wawancara dilakukan untuk memperoleh data sebanyak mungkin dan sejelas 
mungkin dari subjek penelitian. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan 
data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. 
Peneliti mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian 
yang didapat langsung dari beberapa pihak yang berkaitan dengan Syariah 
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Card di BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta dalam bentuk wawancara 
terstruktur, yaitu peneliti menggunakan pedoman wawancara yang berisi 
daftar pertanyaan yang lebih rinci dan telah dipersiapkan terlebih dahulu. 
3. Dokumentasi 
Menurut Bungin (2012: 142-143), dokumentasi adalah rekaman 
peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan baik berupa tulisan, gambar 
atau karya-karya monumental dari seseorang yang berhubungan dengan 
peristiwa tersebut. Teknik ini digunakan untuk mancari data yang telah 
didokumentasikan seperti profil perusahaan, struktur organisasi, laporan 
keuangan, foto-foto, rekaman atau catatan-catatan yang dilakukan selama 
proses wawancara serta data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. 
4. Studi Pustaka  
Studi pustaka yaitu data yang diperoleh dari berbagai buku dan literatur 
yang berhubungan dengan penelitian, khususnya mengenai Syariah Card (iB 
Hasanah Card). 
 
3.6. Teknik Analisis Data  
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan 
data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 
Setelah data serta keterangan terkumpul, kemudian dianalisa dan menyusun 
laporan penelitian (Sugiyono, 2015: 246). 
Dalam penelitian ini menggunakan analisis data interaktif yang berlangsung 
secara terus menerus sampai tuntas, dan sampai datanya sudah jenuh, seperti yang 
dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2015: 246). 
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Aktivitas dalam analisis data, yaitu data collection, data reduction, data display 
dan conclusion drawing/verification. 
Gambar 3.1  
Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model) 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Sugiyono, 2015: 247 
Masing-masing komponen tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 
1. Data Collection 
Peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber serta dengan 
teknik yang berbeda-beda, data yang dibutuhkan akan dikumpulkan menjadi 
satu yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan analisis. 
2. Data Reduction (Reduksi Data) 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Hal ini 
dilakukan karena banyak, kompleks, dan rumitnya data yang diperoleh dari 
lapangan. Jika data tidak direduksi maka peneliti akan mengalami kesulitan 
dalam memilih data yang penting.  
Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang 
akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh 
Data 
collection 
 
Conclusions: 
drawing/verifying 
Data 
display 
Data 
reduction 
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karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala 
sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru 
itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. 
3. Data Display (Penyajian Data) 
Penyajian data yaitu menguraikan sekumpulan informasi tersusun yang 
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan memahami 
apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 
dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam 
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan 
sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk 
menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. 
4. Conclusion Drawing/Veryfication (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi) 
Langkah terakhir dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan dan 
verifikasi. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini mungkin dapat 
menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, akan tetapi masalah 
dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan 
akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.  
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 
sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran 
suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga 
setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, 
hipotesis atau teori. 
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3.7. Teknik Pengujian Kredibilitas Data 
Dalam penelitian ini disamping menggunakan metode yang tepat juga perlu 
memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik dan 
alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperoleh data yang objektif. 
Untuk menguji kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. 
Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 
menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 
telah ada (Sugiyono, 2015: 241). Adapun triangulasi yang digunakan pada 
penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.  
Triangulasi sumber yaitu cara mendapatkan data dari sumber yang berbeda-
beda dengan teknik yang sama. Semua informasi yang didapatkan akan 
dideskripsikan untuk mengetahui mana pandangan yang sama dan mana 
pandangan yang berbeda. Sedangkan triangulasi teknik, yaitu menggunakan 
teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber 
yang sama. Teknik pengujian ini bisa dengan wawancara, observasi dan lain 
sebagainya. 
Menurut Moleong (2012: 330-331), triangulasi dalam metode kualitatif 
berarti membandingkan data dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu 
informasi yang diperoleh berdasarkan waktu dan alat yang berbeda, hal ini dapat 
dicapai dengan jalan: 
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 
dikatakannya secara pribadi. 
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3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 
dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 
dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan 
menengah atau tinggi, orang berada, atau orang pemerintahan. 
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 
Langkah-langkah yang akan peneliti lakukan dalam analisis data di BNI 
Syariah Kantor Cabang Yogyakarta, yaitu: 
1. Mengumpulkan berbagai data dengan teknik wawancara, observasi, dan 
dokumentasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan produk Syariah 
Card. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data sekunder seperti laporan 
keuangan, brosur, struktur organisasi, dan sebagainya. 
2. Peneliti mereduksi data yang diperoleh. 
3. Peneliti melakukan uji kredibiltas data. 
4. Peneliti melakukan analisis data yang diperoleh dari objek penelitian. 
5. Hasil analisis data dilakukan dengan mengevaluasi berdasarkan Fatwa DSN-
MUI, PSAK 101, PSAK 107, dan PAPSI 2013. 
6. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan apabila ada kekurangan, penulis 
akan memberikan saran-saran untuk penelitian ini. 
 
 
BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1.  Sejarah BNI Syariah 
Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem 
perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan 
dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan 
yang lebih adil, dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. 
Pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 
Kantor Cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin.  
Setelah itu, Unit Usaha Syariah BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang 
dan 31 Kantor Cabang Pembantu. 
Di samping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor 
Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet 
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaan operasional 
perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah, 
dengan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh 
KH. Ma’ruf Amin. Semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS 
sehingga telah memenuhi aturan syariah. 
Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 
12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha 
kepada PT Bank BNI Syariah dan di dalam Corporate Plan Unit Usaha Syariah 
BNI Tahun 2003 ditetapkan bahwa status Unit Usaha Syariah bersifat temporer 
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dan akan dilakukan spin off Tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 
19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah 
(BUS).  
Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal 
berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang 
No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Undang-
Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di samping itu, 
komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat 
dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin 
meningkat (www.bnisyariah.co.id).  
Atas dasar pengembangan prinsip syariah bagi perbankan dalam melayani 
masyarakat, sampai bulan Desember 2016 tercatat bahwa jaringan usaha BNI 
Syariah tersebar mencapai 1 kantor Wilayah, 68 Kantor Cabang, 171 Kantor 
Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 17 Kantor Fungsional, 23 Mobil Layanan 
Gerak, 29 Payment Point, 212 Mesin ATM BNI, dan 1500 Outlet. BNI Syariah 
juga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (Laporan Tahunan BNI 
Syariah, 2016). 
BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta diresmikan oleh Kementrian 
Keuangan Indonesia Dr. Bambang Sudibyo pada tanggal 29 April 2000 sebagai 
badan usaha jasa keuangan yang berbentuk Perseroan Terbatas atau (PT) dengan 
modal awalnya yang disetor Rp 6.000.000.000 (enam miliar rupiah) dari jumlah 
penjualan saham. Bank Negara Indonesia Syariah resmi beroperasi mulai tanggal 
1 Mei Tahun 2000.  
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Adapun prosedur didirikannya BNI Syariah di Indonesia antara lain adalah:  
a. Tanda daftar perusahaan Perseroan Terbatas disahkan oleh Menteri 
Kehakiman No. 100/BH.12-05/IV/2000  
b. Adanya izin tempat usaha yang disahkan oleh walikota Yogyakarta Herry 
Zudianto, No.503-S-203/04.D/2000  
c. Tanda Izin Gangguan (HO) No.503-759/14.NG/2001  
BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta berlokasi di Jl. Kusumanegara No. 
112, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 
55165, Indonesia. BNI Syariah sudah mempunyai fasilitas 6000 ATM yang bisa 
diakses di 2.200 ATM BNI dan di 6.000 ATM berlogo CIRRUS dengan akses 
Internasional (Dokumen BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta). 
 
4.1.2. Visi, Misi, dan Tata Nilai BNI Syariah  
BNI Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan yang melayani kebutuhan 
jasa perbankan syariah kepada masyarakat tentunya memiliki tujuan dan alasan 
tertentu. Adapun yang menjadi visi BNI Syariah adalah, “Menjadi bank syariah 
pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”. 
Selain mempunyai visi, BNI Syariah juga mempunyai misi. Adapun misinya 
sebagai berikut: 
1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian 
lingkungan. 
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah. 
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. 
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4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan 
berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. 
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah. 
Selain mendasarkan kegiatan usaha dan operasionalnya berdasarkan prinsip 
syariah, hukum positif, serta regulasi yang berlaku di Indonesia, seluruh insan 
BNI Syariah juga memiliki tata nilai yang menjadi panduan dalam setiap 
perilakunya, yaitu: 
1. Amanah yang meliputi: jujur dan menepati janji, bertanggung jawab, 
bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik, bekerja ikhlas dan 
mengutamakan niat ibadah, serta melayani melebihi harapan nasabah. 
2. Jamaah yang meliputi: peduli dan berani memberi maupun menerima umpan 
balik yang konstruktif, membangun sinergi secara profesional, membagi 
pengetahuan yang bermanfaat, memahami keterkaitan proses kerja, serta 
memperkuat kepemimpinan yang efektif. 
Hasanah merupakan Tata Nilai Perusahaan (Corporate Value) BNI Syariah 
yang menjadi karakter utama bagi karyawan dan perusahaan sehingga BNI 
Syariah dapat mudah dikenal (www.bnisyariah.co.id).   
 
4.1.3. Struktur Organisasi BNI Syariah  
Dalam usaha mewujudkan tujuan perusahaan, maka diperlukan suatu 
struktur organisasi untuk menciptakan koordinasi dan komunikasi kerja yang baik 
agar dapat menunjang dan menjalankan rencana-rencana strategis perusahaan. 
Struktur organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta terlampir. 
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4.1.4. Produk-produk BNI Syariah 
Kegiatan BNI Syariah pada umumnya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan pelayanan jasa 
lainnya. Beragam produk yang ditawarkan oleh BNI Syariah dalam melayani jasa 
perbankan sehingga memudahkan masyarakat untuk memilih produk yang mereka 
minati dengan berbagai keunggulan dari setiap produk tersebut. Adapun produk-
produk yang tersedia di BNI Syariah adalah: 
1. Penghimpunan Dana 
Secara umum, jenis simpanan yang ada di bank terdiri dari simpanan giro, 
simpanan tabungan dan simpanan deposito. Adapun jenis simpanan yang terdapat 
pada BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta sebagai berikut: 
a. Tabungan iB Baitullah Hasanah 
Tabungan iB Baitullah Hasanah adalah tabungan perencanaan Haji 
(Reguler/Khusus) dan Umrah yang dikelola secara syariah dengan sistem 
setoran bebas atau bulanan sebagai sarana pembayaran BPIH untuk 
mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji dalam 
mata uang Rupiah dan USD. 
b. Tabungan iB Prima Hasanah 
Tabungan bagi nasabah “High Networth” dengan bagi hasil yang lebih 
kompetitif. Tabungan dengan manfaat lebih berupa fasilitas transaksi e-
banking dan fasilitas executive lounge bandara yang telah bekerjasama 
denga BNI Syariah. 
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c. Tabungan iB Bisnis Hasanah 
Tabungan dengan informasi transaksi dan mutasi rekening yang lebih 
detail, bagi hasil yang kompetitif, serta berbagai fasilitas transaksi e-
banking dan executive lounge di bandara yang bekerjasama dengan BNI 
Syariah, tabungan ini dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan. 
d. Tabungan iB Hasanah 
Tabungan iB Hasanah adalah tabungan dengan fasilitas transaksi e-
banking seperti internet Banking, SMS Banking, dan lain-lain. Tabungan 
ini tersedia dengan akad wadiah dan mudharabah. Tabungan ini dapat 
dijadikan sebagai agunan pembiayaan. 
e. Tabungan iB Tunas Hasanah 
Tabungan ini adalah tabungan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan 
pelajar yang berusia dibawah 17 tahun. Tabungan ini disertai dengan kartu 
ATM atas nama anak dan SMS notifikasi ke orang tua. 
f. Tabungan iB Tapenas Hasanah 
Tabungan ini adalah tabungan untuk perencanaan masa depan dengan 
sistem setoran bulanan dan bermanfaat untuk membantu menyiapkan 
rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan 
ataupun rencana lainnya. 
g. Giro iB Hasanah 
Giro iB Hasanah adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola 
berdasarkan prinsip Syariah dengan alat pembayaran berupa cek dan bilyet 
giro. 
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h. Deposito iB Hasanah 
Deposito iB Hasanah adalah investasi berjangka yang ditujukan bagi 
nasabah perorangan dan perusahaan. Pengelolaan dana disalurkan melalui 
pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan memberikan 
bagi hasil yang kompetitif. 
2. Penyaluran Dana 
Terdapat dua jenis penyaluran dana yang ditawarkan pada BNI Syariah Kantor 
Cabang Yogyakarta diantaranya: 
a. Pembiayaan Konsumtif 
Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang diberikan untuk 
tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan karena digunakan 
sendiri oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Produk 
pembiayaan konsumtif pada BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta 
yaitu: 
1) Griya iB Hasanah 
Fasilitas pembiayaan dengan akad murabahah (jual beli), untuk 
membeli, membangun, merenovasi rumah, ruko ataupun untuk 
membeli Kavling Siap Bangun (KSB). 
2) Fleksi iB Hasanah 
Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai atau karyawan 
perusahaan/lembaga/instansi dengan akad murabahah (jual beli) untuk 
pembelian barang atau akad ijarah (sewa) untuk penggunaan jasa 
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antara lain pengurusan biaya pendidikan, perjalanan ibadah umrah, 
travelling, pernikahan dan lain-lain. 
3) Multiguna iB Hasanah 
Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai atau karyawan 
perusahaan/lembaga/instansi atau profesional berlandaskan akad 
murabahah (jual beli) untuk pembelian barang dengan agunan berupa 
fixed asset. 
4) Oto iB Hasanah 
Fasilitas pembiayaan untuk pembelian mobil baru atau motor baru. 
5) Multijasa iB Hasanah 
Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat 
untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan 
bermotor. 
6) Pembiayaan Emas iB Hasanah 
Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk membeli emas 
logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara rutin setiap 
bulannya. 
7) Gadai Emas iB Hasanah 
Fasilitas pembiayaan sebagai solusi bagi nasabah guna keperluan 
jangka pendek dan mendesak seperti kebutuhan hari raya dan 
keperluan jangka pendek lainnya. Akad yang digunakan adalah akad 
Qard, Rahn dan Ijarah. 
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8) Talangan Haji iB Hasanah 
Fasilitas pengurusan pendaftaran ibadah haji melalui penyediaan 
talangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 
untuk mendapatkan porsi haji, yang ditentukan oleh Departemen 
Agama. 
9) iB Hasanah Card 
Fasilitas kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang dapat diterima 
diseluruh tempat usaha (merchant) bertanda MasterCard dan semua 
ATM yang berlogo CIRRUS diseluruh penjuru dunia dalam hal 
pengaksesannya. 
b. Pembiayaan Produktif 
BNI Syariah juga memberikan pembiayaan produktif yang merupakan 
produk untuk memenuhi kebutuhan produksi nasabah, baik dalam usaha 
produk perdagangan maupun dalam investasi. Produk-produk tersebut 
yaitu: 
1) Tunas Usaha iB Hasanah 
Fasilitas pembiayaan produktif yang diberikan untuk usaha yang 
feasible namun belum bankable guna memenuhi kebutuhan modal 
kerja atau investasi. 
2) Wirausaha iB Hasanah 
Fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk pertumbuhan usaha yang 
feasible guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi. 
 
69 
 
3) Usaha Kecil iB Hasanah 
Fasilitas pembiayaan produktif yang diberikan untuk pengembangan 
usaha produktif yang feasible guna memenuhi kebutuhan modal kerja 
atau investasi usaha. 
3. Pelayanan Jasa 
Pelayanan jasa yang ditawarkan pada BNI Syariah Kantor Cabang 
Yogyakarta sama halnya dengan pelayanan pada bank umum lainnya. Jasa-jasa 
tersebut meliputi: pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga 
yang berasal dari dalam kota (clearing), penagihan surat-surat berharga yang 
berasal dari luar kota (inkaso), letter of credit (L/C), safe deposit box, bank 
garansi, bank notes, travelers cheque, dan jasa-jasa pendukung dari kegiatan 
pokok bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana. 
 
4.2. Implementasi Syariah Card (iB Hasanah Card) di BNI Syariah Kantor 
Cabang Yogyakarta 
Berdasarkan data yang penulis peroleh dari dokumen maupun website BNI 
Syariah, iB Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai 
kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya 
bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang 
diterima diseluruh tempat bertanda MasterCard dan semua ATM yang bertanda 
CIRRUS diseluruh dunia yang diterbitkan oleh BNI Syariah berdasarkan Fatwa 
DSN No: 54/DSN-MUI/X/2006. 
iB Hasanah Card mempunyai value (fitur dan program) yang tidak kalah 
menarik dibandingkan kartu kredit yaitu mendapatkan gratis iuran tahunan pada 
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tahun pertama (syarat transaksi berapapun), executive lounge (Gold & Platinum), 
fitur sama dengan Kartu Kredit BNI, dan juga segmen pasar tidak hanya terbatas 
pada pasar muslim saja tetapi juga segmen pasar rasional (non-
muslim). Pembebanan biaya dalam iB Hasanah Card yang tidak menggunakan 
sistem bunga karena biaya bersifat fix, sehingga akan lebih adil, transparan, dan 
kompetitif dibandingkan dengan kartu kredit. 
Adapun syarat yang harus dipenuhi nasabah dalam pengajuan iB Hasanah 
Card adalah sebagai berikut: 
a. Persyaratan Aplikasi 
Tabel 4.1 
Syarat Umum Pemohon BNI iB Hasanah Card 
Persyaratan Keterangan 
Penghasilan Minimum setahun Rp 36 juta/tahun 
Usia Pemegang Kartu Utama 21 tahun - 65 tahun 
Usia Pemegang Kartu Tambahan 17 tahun - 65 tahun 
Sumber: www.bnisyariah.co.id   
 
b. Persyaratan Dokumen 
Tabel 4.2 
Persyaratan Dokumen Pemohon BNI iB Hasanah Card 
Dokumen yang 
diperlukan 
Karyawan/TNI/
Polisi 
Dokter/Profesional
lainnya 
Pengusaha 
Fotokopi Identitas 
(KTP/SIM/Pasport) 
V V V 
Bukti Penghasilan (Slip 
Gaji, SPT atau bukti 
penghasilan lainnya)* 
V V V 
Fotokopi Akte 
Pendirian/SIUP/TDP 
  V 
Surat Ijin Profesi  V  
Fotokopi NPWP V V V 
*Untuk Dokter/Profesional lainnya dapat berupa fotokopi Tabungan/SPT  dan 
untuk Pengusaha dapat berupa fotokopi Rekening Koran 3 bulan terakhir/SPT. 
Sumber: www.bnisyariah.co.id  
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Untuk penjelasan mengenai proseedur pengajuan iB Hasanah Card di BNI 
Syariah Kantor Cabang Yogyakarta dapat dilihat pada skema di bawah ini:  
Gambar 4.1 
Skema Pengajuan iB Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Wawancara dengan Ibu Aprilia Prita Ardiati selaku Pimpinan Kantor 
Cabang BNI Syariah Yogyakarta 
Prosedur pengajuan iB Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang 
Yogyakarta sebagai berikut: 
1. Calon nasabah melakukan akad di awal dengan mengisi formulir aplikasi, 
tanda tangan, melengkapi data atau dokumen yang diperlukan sebagai syarat 
umum pemohon iB Hasanah Card. 
2. Nasabah menyerahkan berkas kepada Pihak Marketing. Kemudian Pihak 
Marketing melakukan pengecekan ringan dan wawancara. 
3. Pihak Marketing menyerahkan seluruh kelengkapan data kepada Pihak 
Processing. Kemudian Pihak Processing melakukan pengecekan kembali, 
menganalisa kemampuan nasabah dan menentukan plafon/limit kartu. Pihak 
Calon 
Nasabah 
Mengisi formulir 
aplikasi dan 
melengkapi data 
persyaratan 
Pihak 
Marketing 
Pihak 
Processing 
Unit 
Operasional 
Pemutus/ 
Pimpinan 
Unit 
Collection 
Cek berkas dan 
wawancara 
Cek ulang dan 
analisa 
1 
2 
5 
6 
3 
4 
8 
7 
Cetak kartu 
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Processing berhak menentukan layak atau tidaknya nasabah mendapatkan 
pembiayaan iB Hasanah Card. 
4. Jika dinilai layak, maka Pihak Processing menyerahkan kepada Pemutus 
dalam hal ini adalah Pimpinan. 
5. Jika pimpinan menyetujui, kembali lagi ke Pihak Processing untuk ditindak 
lanjuti ke akad. 
6. Setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan, Unit Operasional akan mencetak 
kartu. 
7. Unit Operasional melakukan pengiriman kartu kepada nasabah. 
8. Unit Collection akan melakukan penagihan kepada nasabah yang sudah jatuh 
tempo billing statement-nya. 
iB Hasanah Card terdiri dari 3 jenis kartu, yaitu iB Hasanah Card Classic, 
iB Hasanah Card Gold, dan iB Hasanah Card Platinum. 
Gambar 4.2 
Jenis-jenis iB Hasanah Card 
 
 
 
 
 
 
Sumber: www.bnisyariah.co.id  
Ketiga kartu di atas memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda-beda. Biaya 
yang dikenakan juga disesuaikan dengan jenis kartu, hal ini dimaksudkan agar 
mempermudah dalam mekanisme perhitungan biaya yang dikenakan dan 
mempermudah nasabah dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu iB 
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Hasanah Card. Setiap jenis kartu iB Hasanah Card memiliki limit kartu yang 
telah ditentukan oleh pihak bank, adapun rinciannya yaitu: 
Table 4.3 
Informasi Limit Kartu 
PARAMETER Classic Gold Platinum 
Limit Kartu 
Kategori 1 4.000.000 Kategori 1 8.000.000 Kategori 1 40.000.000 
Kategori 2 6.000.000 Kategori 2 10.000.000 Kategori 2 50.000.000 
  Kategori 3 15.000.000 Kategori 3 75.000.000 
  Kategori 4 20.000.000 Kategori 4 100.000.000 
  Kategori 5 25.000.000 Kategori 5 125.000.000 
  Kategori 6 30.000.000 Maximal 900.000.000 
Sumber: www.bnisyariah.co.id  
 
Pihak bank berhak menyetujui/menolak limit kartu yang diajukan nasabah 
iB Hasanah Card jika tidak memenuhi kriteria tertentu. Seperti yang disampaikan 
oleh Ibu Aprilia Prita Ardiati selaku Pimpinan Kantor Cabang BNI Syariah 
Yogyakarta pada Senin, 16 Juli 2018, pukul 12.10 WIB, bahwa: 
“Limit kartu yang diajukan oleh nasabah belum tentu di Acc mbak, karena dalam 
pemberian limit itu juga harus melalui analisis dari orang pusat, bisa jadi limit 
yang diberikan kepada nasabah lebih besar atau lebih kecil dari limit yang 
diajukan oleh nasabah”.  
Selain menentukan limit kartu, pihak bank juga akan menyeleksi nasabah 
berdasarkan penghasilannya. Hal ini di perjelas oleh Bapak Ahmad Yoga Prakoso 
selaku Sales Officer iB Hasanah Card pada Senin, 16 Juli 2018, pukul10.00 WIB, 
yang menjelaskan bahwa: 
“Batas limit diberikan sesuai analisa berdasarkan penghasilan, tapi terkait 
penggunaan kartu semua dikembalikan kepada pemilik kartu, BNI Syariah hanya 
bisa mengarahkan saja”. 
 
Adapun jenis biaya yang diberikan oleh pihak bank kepada pengguna iB 
Hasanah Card diantaranya yaitu: 
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1. Annual Membership Fee (Iuran Tahunan) 
Table 4.4 
Annual Membership Fee 
Jenis Kartu Classic Gold Platinum 
Kartu Utama Rp 120.000,- Rp 240.000,- Rp 600.000,- 
Kartu Tambahan Rp   60.000,- Rp 120.000,- Rp 300.000,- 
* Free Iuran Tahunan tahun pertama untuk semua iB Hasanah Card 
2. Monthly Membership Fee (Iuran Bulanan) 
Table 4.5 
Monthly Membership Fee 
PARAMETER Classic Gold Platinum 
Monthly 
Membership 
Fee 
Kategori 1 90.000 Kategori 1 180.000 Kategori 1 900.000 
Kategori 2 135.000 Kategori 2 225.000 Kategori 2 1.125.000 
  Kategori 3 337.500 Kategori 3 1.687.500 
  Kategori 4 450.000 Kategori 4 2.250.000 
  Kategori 5 562.500 Kategori 5 2.812.500 
  Kategori 6 675.000 Maximal 20.250.000 
*Biaya bulanan ini harus dibayar oleh pemegang kartu karena membayar tagihan 
dengan cara cicilan. Apabila pemegang kartu membayar penuh maka monthly 
membership tidak berlaku. 
 
3. Pembayaran minimal 10% dari tagihan atau sesuai cicilan 
Pembayaran minimal 10% dari tagihan merupakan ketentuan yang sudah 
ditetapkan oleh pihak bank, yang mana ketentuan tersebut harus ditaati oleh 
nasabah iB Hasanah Card. Hal ini sesuai dengan penjelasan Ibu Aprilia yang 
bahwa: 
“Iya 10% dari tagihan itu sudah tetap mbak. Karena itu memang sudah ketentuan 
dari pihak pusat, jadi ketentuan itu harus ditaati oleh setiap pemegang kartu. 
Pembayaran minimal ini juga salah satu bentuk pemberian keringanan terhadap 
nasabah dalam membayar tagihan”. 
 
Bapak Yoga selaku Sales Officer iB Hasanah Card, menjelaskan bahwa: 
“…jika nasabah hanya membayarkan separuh atau 10% dari tagihan, maka akan 
dikenakan biaya lain yang disebut net monthly membership fee. Contoh 
perhitungannya ada di brosur mbak”. 
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 Adapun perhitungan biaya net monthly membership fee peneliti diarahkan 
untuk melihat brosur, berikut perhitungan biaya tersebut: 
Table 4.6 
Contoh Perhitungan Net Monthly Membership Fee 
Limit Kartu Gold Kategori 2 Rp 10.000.000 
Monthly Membership Fee Rp      225.000 
Penggunaan Kartu Rp   1.000.000 
Pembayaran Rp      100.000 
Outstanding setelah Pembayaran Rp      900.000 
Cash Rebate* (Rp     168.350) 
Net Monthly Membership Fee Rp        56.650 
*Cash Rebate adalah salah satu bentuk apresiasi kepada Pemegang iB Hasanah 
Card yang telah melakukan pembayaran yang sifatnya sebagai pengurang dari 
monthly membership fee. Besarnya persentase Cash Rebate tidak diperjanjikan 
dalam bentuk akad dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan 
dari BNI Syariah. 
 
4. Biaya Keterlambatan dan Over Limit 
Table 4.7 
Biaya Keterlambatan dan Over Limit 
 
No Jenis Biaya Classic Gold Platinum 
1. Biaya Keterlambatan Rp  25.000,- Rp 50.000,- Rp 75.000,- 
2. Biaya Over Limit Rp  25.000,- Rp 50.000,- Rp 75.000,- 
 
Ketika nasabah terlambat dalam melakukan pembayaran tagihan, pihak bank 
boleh memberikan denda kepada nasabah tersebut, dimana denda tersebut akan 
diakui seluruhnya sebagai dana sosial. Hal tersebut dijelaskan pula oleh Ibu 
Aprilia, bahwa: 
“Iya boleh, tapi dendanya itu nanti masuk ke dana sosial, bukan pendapatan 
bank”. 
 
Meskipun dari pihak BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta 
memperbolehkan pengenaan denda, akan tetapi penetapan nominal denda atas 
keterlambatan tersebut dasarnya harus jelas. Apakah nominal denda keterlambatan 
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yang akan dikenakan kepada nasabah sudah ditetapkan oleh pihak bank 
sebelumnya atau denda keterlambatan dihitung berdasarkan lama waktu dalam 
pelunasan tagihan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Devi Puspita selaku 
Accounting pada Selasa, 17 Juli 2018, pukul 10.00 WIB. 
“Denda itu nanti dihitung berdasarkan lamanya waktu dalam pelunasan, sekalian 
juga buat pengingat agar bayarnya tepat waktu…” 
 
5. Timing Biaya Pengihan Ta’widh 
Table 4.8 
Timing Biaya Pengihan Ta’widh 
Timing Classic Gold Platinum 
x-Days – 29 days Rp    15.000,- Rp    35.000,- Rp    110.000,- 
30 – 59 days Rp    20.000,- Rp    50.000,- Rp    160.000,- 
60 – 89 days Rp    25.000,- Rp    65.000,- Rp    220.000,- 
90 – 119 days Rp    40.000,- Rp  100.000,- Rp    340.000,- 
120 – 149 days Rp    50.000,- Rp  120.000,- Rp    410.000,- 
150 – 179 days Rp    60.000,- Rp  150.000,- Rp    480.000,- 
> 180 days Rp  320.000,- Rp  800.000,- Rp 2.800.000,- 
 
Ta’widh  akan dikenakan kepada nasabah setelah mendapatkan tagihan baru 
setelah tanggal jatuh tempo bulan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan yang 
dijelaskan oleh Ibu Devi, bahwa: 
“Ta’widh itu akan dikenakan kepada nasabah setelah mendapatkan tagihan baru 
setelah tanggal jatuh tempo bulan sebelumnya. Misalnya ya, tanggal jatuh 
temponya itu 8 Maret, maka tanggal 18 April akan dikenakan ta’widh, soalnya 
udah melebihi tanggal jatuh tempo”. 
 
Kemudian Ibu Devi juga menjelaskan bahwa: 
 
“Misalnya pihak bank menelpon nasabah yang telat bayar tagihan. Nasabah yang 
bersangkutan itu harus ganti rugi berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan bank 
yaitu biaya telponnya tadi”. 
 
Pada kenyataannya pihak BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta dalam 
menetapkan ta’widh untuk nasabah yang terlambat dalam membayar tagihan 
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bukan berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan pihak bank ketika proses penagihan 
terhadap nasabah. Akan tetapi pihak bank mengenakan ta’widh berdasarkan 
jangka waktu keterlambatan sesuai jenis kartu yang sudah ditetapkan bank 
sebelumnya, dan hal ini tidak sesuai dengan pengenaan ta’widh yang dimaksud 
dalam Fatwa DSN No: 54/DSN-MUI/X/2006. 
Table 4.9 
Contoh Perhitungan Ta’widh iB Hasanah Card 
Limit Kartu Gold Kategori 2 Rp 10.000.000 
Net Monthly Membership Fee Rp         56.650 
Timing x-days – 29 days Rp         35.000 
Penggunaan Kartu Rp   1.000.000 
Outstanding setelah Pembayaran Rp      900.000 
Tagihan yang harus dibayar pada pembayaran 
kedua 
Rp      991.650 
 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa apabila pemegang kartu terlambat 
membayar tagihan maka akan dikenakan ta’widh. Pada waktu pembayaran 
pertama pemegang kartu tidak dikenakan ta’widh karena membayar tepat waktu, 
tapi dikenakan biaya net monthly membership fee.  Oleh karena itu di bulan kedua 
pemegang kartu harus membayar tagihannya yaitu jumlah tagihan yang belum 
dibayar ditambah dengan net monthly membership fee di bulan kedua, dan 
ditambah ta’widh, maka pemegang kartu harus membayar tagihan kartu sebesar 
Rp. 991.650,- 
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6. Biaya Lainnya 
Table 4.10 
Biaya Lainnya 
KETERANGAN BIAYA 
Biaya Penggantian Kartu 
Silver & Gold 
Rusak/Hilang/dicuri untuk 
kedua kali 
Rp 45.000,- 
Biaya Penarikan Tunai Rp 25.000,- setiap melakukan penarikan di ATM. 
Tagihan Bulanan >e-billing 
>cetak 
Gratis  
Rp 15.000,- per pengiriman 
Biaya Salinan Tagihan Rp 30.000,- per lembar untuk pengiriman melalui jasa 
pengiriman/pos dan Rp 5.000,- per lembar untuk 
pengiriman melalui email dan fax. Sedangkan untuk 
peserta e-billing tidak dikenakan biaya. 
Biaya Penolakan Cek/Giro Rp 30.000,- 
Biaya Salinan Bukti 
Transaksi 
Rp 30.000,-/transaksi 
Biaya Bill Payment Rp 5.000,-/tagihan/transaksi 
Biaya Administrasi Materai Free (Untuk pembayaran < Rp 250.000,-) 
Rp 3.000,- (Untuk pembayaran Rp 250.000,- s/d Rp 
1.000.000,-) 
Rp 6.000,- (Untuk pembayaran di atas Rp 1.000.000,-) 
Sumber: www.bnisyariah.co.id  
 
4.3. Analisis Kesesuaian Implementasi Syariah Card Berdasarkan Fatwa 
Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 di BNI Syariah 
Kantor Cabang Yogyakarta 
Fatwa DSN No: 54/DSN-MUI/IX/2006 tentang Syariah Card berfungsi 
sebagai landasan hukum dalam implementasi iB Hasanah Card di BNI Syariah 
Kantor Cabang Yogyakarta dan diharapkan supaya penerapan iB Hasanah Card 
di BNI Syariah sesuai dengan fatwa tersebut. 
Salah satu perbedaaan yang signifikan dalam penerapan Syariah Card 
dengan kartu kredit yaitu pada akadnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang 
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disampaikan oleh Ibu Aprilia selaku Pimpinan Kantor Cabang BNI Syariah 
Yogyakarta pada Senin, 16 Juli 2018, pukul 12.10 WIB. 
“Perbedaanya ya mulai dari akad, kan iB Hasanah Card itu menggunakan 3 akad 
yaitu: Kafalah, Ijarah, dan Qardh.  Emth, untuk perhitungannya itu juga berbeda 
mbak. Sedangkan kartu kredit biasa itu berdasarkan sistem bunga”. 
 
Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan kartu kredit dengan Syariah Card 
dapat dilihat dalam tabel berikut: 
Table 4.11 
Perbedaan Kartu Kredit dengan Syariah Card 
Penjelasan Kartu Kredit  Syariah Card 
Dasar hukum UU Perbankan UU Perbankan, UUPS 
Fatwa DSN-MUI 
Penerbit Bank Konvensional BNI Syariah, bekerjasama 
dengan pihak terkait 
Provider MasterCard & Visa MasterCard 
Perjanjian/Akad Utang berdasarkan bunga Kafalah, Qardh, dan Ijarah 
Ketentuan 
penggunaan 
Tidak dibatasi Hanya dapat digunakan 
untuk transaksi yang sesuai 
syariah 
Fitur Cash advance, danaplus, extra 
dana, smartspending, transfer 
balance, executive lounge, dan 
sebagainya 
Fitur sama dgn kartu kredit 
regular, yg membedakan 
cara penetapan fee-nya 
Pendapatan 
bank 
Annual fee, bunga atas 
transaksi, merchant fee, denda 
keterlambatan 
Annual fee, monthly fee, 
merchant fee, dan biaya 
penagihan 
Cash collateral Tidak diperlukan Diperlukan untuk kartu 
classic 10% dari limit kartu 
Denda  
 
Sesuai dengan peraturan 
yang diberikan bank 
penerbit kartu 
Tergantung dari tarif/biaya 
penagihan saat jatuh tempo 
Bunga  
 
2-4% per bulan (bisa berubah 
sesuai peraturan bank) 
Tidak berbunga 
Sumber: www.bnisyariah.co.id  
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Akad yang digunakan BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta dalam 
transaksi pembiayaan iB Hasanah Card ada 3 yaitu Kafalah, Qardh, dan Ijarah. 
Ketiga akad tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda, diantaranya:  
a. Akad Kafalah 
BNI Syariah adalah penjamin bagi pemegang iB Hasanah Card timbul dari 
transaksi antara pemegang iB Hasanah Card dengan merchant, dan atau 
penarikan tunai di ATM bank lain. 
b. Akad Qardh 
BNI Syariah adalah pemberi pinjaman kepada pemegang iB Hasanah Card 
atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan 
transaksi pinjaman dana. 
c. Akad Ijarah 
BNI Syariah adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap 
pemegang iB Hasanah Card. Atas ijarah ini, pemegang iB Hasanah Card 
dikenakan annual membership fee. 
Ketiga akad yang digunakan BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta dalam 
pembiayaan iB Hasanah Card sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No: 
54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card. Karena penggunaan akad sudah 
sesuai dengan peraturan, maka diharapkan kegiatan operasional BNI Syariah 
Kantor Cabang Yogyakarta juga memenuhi ketentuan syariat yang berlaku. 
Sehingga dalam praktik pembiayaan iB Hasanah Card tersebut tidak akan 
merugikan salah satu pihak yang bersangkutan.  
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Dalam penggunaan iB Hasanah Card terdapat batasan-batasan yang harus 
ditaati oleh pengguna iB Hasanah Card, diantaranya yaitu: 
1. Tidak menimbulkan riba 
Seperti yang dijelaskan Ibu Aprilia Prita Ardiati selaku Pimpinan Kantor 
Cabang BNI Syariah Yogyakarta pada Senin, 16 Juli 2018, pukul 12.10 WIB 
bahwa: 
“iB Hasanah Card ini muncul sebagai alternative bagi masyarakat yang ingin 
bertransaksi sesuai syariah agar terhindar dari riba”.  
 
2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah 
Hal ini diperjelas lagi oleh Ibu Aprilia bahwa: 
“Salah satu batasannya itu tidak boleh digunakan untuk transaksi yang tidak 
sesuai dengan syariah. Dalam brosur dan website, batasan itu juga sudah 
dipaparkan mbak, nanti bisa dilihat lagi ya”. 
 
Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Aprilia bahwa: 
“Batasannya itu berdasarkan “MasterCard Code” pada setiap mesin EDC. Jadi 
mesin EDC yang terdaftar dengan kategori bar, diskotik, klub malam, tempat 
yang menyediakan minuman berakohol atau sejenisnya tidak akan dapat 
bertransaksi dengan iB Hasanah Card. Karena mesin itu akan menolak kartu 
secara otomatis”. 
 
3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf) 
Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Yoga selaku Sales Officer iB 
Hasanah Card pada Senin, 16 Juli 2018, pukul 10.00 WIB, bahwa: 
“Promo yang kita berikan terbatas, hal ini bertujuan agar nasabah tidak 
berlebihan dalam pengeluaran/belanja. Semisal melakukan promo besar-
besaran yang bekerja sama dengan banyak perusahaan besar (Hypermarket) 
nanti kan secara tidak langsung akan berimbas juga pada nasabah dalam 
pengeluarannya”. 
 
82 
 
Pembatasan yang dilakukan BNI Syariah untuk mencegah pengeluaran 
yang berlebihan dalam transaksi yang dilakukan pemegang kartu yaitu dengan 
menentukan limit kartu sesuai dengan kemampuan. 
4. Pemegang kartu harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada 
waktunya 
Salah satu dasar dalam penentuan limit kartu adalah penghasilan. Ini 
menunjukkan bahwa pihak bank dalam menganalisa nasabah berdasarkan 
kemampuannya dalam melunasi tagihan, agar terhindar dari dampak negatif 
seperti denda keterlambatan maupun ta’widh. 
5. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah. 
Semua fasilitas yang ditawarkan iB Hasanah Card di BNI Syariah 
Kantor Cabang Yogyakarta tidak ada yang bertentangan dengan syariah. 
Data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan beberapa 
informan di BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta selanjutnya dianalisis 
dengan teknik analisis deskriptif. Uji kredibilitas data yang digunakan yaitu 
dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Setelah penulis memperoleh 
data dari hasil wawancara dengan Ibu Aprilia selaku Pimpinan Kantor Cabang 
BNI Syariah Yogyakarta selanjutnya akan dibandingkan dari hasil wawancara 
dengan Ibu Devi selaku accounting dan Bapak Yoga selaku sales officer iB 
Hasanah Card. Adapun hasil penelitian mengenai Implementasi Fatwa DSN-MUI 
No: 54/DSN-MUI/IX/2006 adalah sebagai berikut: 
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Table 4.12 
Analisis Kesesuaian Implementasi Syariah Card Berdasarkan Fatwa DSN No: 
54/DSN-MUI/X/2006 di BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta 
 
No. Fatwa DSN No: 54/DSN-
MUI/IX/2006 
Penerapan di BNI Syariah 
Kantor Cabang 
Yogyakarta 
Sesuai Tidak 
Sesuai 
Ketentuan Akad 
1. Kafalah; dalam hal ini penerbit kartu 
adalah penjamin (kafil) bagi 
pemegang kartu terhadap merchant 
atas semua kewajiban bayar (dayn) 
yang timbul dari transaksi antara 
pemegang kartu dengan merchant, 
dan/atau penarikan tunai dari selain 
bank atau ATM bank penerbit kartu. 
Atas pemberian kafalah, penerbit 
kartu dapat menerima fee (ujrah 
kafalah). 
BNI Syariah adalah 
penjamin bagi pemegang iB 
Hasanah Card timbul dari 
transaksi antara pemegang 
iB Hasanah Card dengan 
merchant, dan atau 
penarikan tunai di ATM 
bank lain. 
   
2. Qardh; dalam hal ini penerbit kartu 
adalah pemberi pinjaman (muqridh) 
kepada pemegang kartu (muqtaridh) 
melalui penarikan tunai dari bank 
atau ATM bank penerbit kartu. 
BNI Syariah adalah pemberi 
pinjaman kepada pemegang 
iB Hasanah Card atas 
seluruh transaksi penarikan 
tunai dengan menggunakan 
kartu dan transaksi 
pinjaman dana. 
   
3. Ijarah; dalam hal ini penerbit kartu 
adalah penyedia jasa sistem 
pembayaran dan pelayanan terhadap 
pemegang kartu. Atas ijarah ini, 
pemegang kartu dikenakan 
membership fee. 
BNI Syariah adalah 
penyedia jasa sistem 
pembayaran dan pelayanan 
terhadap pemegang iB 
Hasanah Card. Atas ijarah 
ini, pemegang iB Hasanah 
Card dikenakan annual 
membership fee. 
   
Ketentuan tentang Batasan 
1. Tidak menimbulkan riba. Pembebanan biaya dalam iB 
Hasanah Card bersifat fix 
dan ditentukan pada saat 
awal akad sesuai dengan 
kesepakatan kedua belah 
pihak. 
   
2. Tidak digunakan untuk transaksi 
yang tidak sesuai dengan syariah. 
Dilengkapi dengan adanya 
“MasterCard Code” untuk 
membatasi transaksi non 
syariah. 
   
 
Tabel berlanjut… 
84 
 
Lanjutan Tabel 4.12 
3. Tidak mendorong pengeluaran yang 
berlebihan (israf), dengan cara 
antara lain menetapkan pagu 
maksimal pembelanjaan. 
Menentukan limit kartu 
sesuai dengan kebutuhan 
pemengang kartu iB 
Hasanah Card. Penentuan 
limit kartu berdasarkan 
penggunaan (kegiatan 
produktif/konsumtif) dan 
kemampuan membayar 
nasabah.  
   
4. Pemegang kartu utama harus 
memiliki kemampuan finansial 
untuk melunasi pada waktunya. 
Dilihat dari penghasilan 
nasabah 
   
5. Tidak memberikan fasilitas yang 
bertentangan dengan syariah. 
Fasilitas yang ditawarkan iB 
Hasanah Card tidak ada 
yang bertentangan dengan 
syariah. 
   
Ketentuan Fee 
6. Iuran Keanggotaan (membership 
fee)  
Penerbit kartu berhak menerima 
iuran keanggotaan (rusum al-
’udhwiyah) termasuk perpanjangan 
masa keanggotaan dari pemegang 
kartu sebagai imbalan (ujrah) atas 
izin penggunaan fasilitas kartu. 
Annual Membership Fee 
dan Monthly Membership 
Fee  
   
7. Merchant Fee 
Penerbit kartu boleh menerima fee 
yang diambil dari harga objek 
transaksi atau pelayanan sebagai 
upah/imbalan (ujrah) atas perantara 
(samsarah), pemasaran (taswiq) dan 
penagihan (tahsil al-dayn). 
BNI Syariah bekerja sama 
dengan merchant untuk 
mempermudah transaksi 
yang dilakukan pemegang 
kartu. Jika terjadi transaksi, 
maka bank akan 
mendapatkan fee. 
   
8. Fee Penarikan Uang Tunai 
Penerbit kartu boleh menerima fee 
penarikan uang tunai (rusum sahb 
al-nuqud) sebagai fee atas pelayanan 
dan penggunaan fasilitas yang 
besarnya tidak dikaitkan dengan 
jumlah penarikan. 
Biaya penarikan tunai Rp 
25.000,- setiap melakukan 
penarikan di ATM bank 
lain. 
   
9. Fee Kafalah 
Penerbit kartu boleh menerima fee 
dari pemegang kartu atas pemberian 
kafalah. 
BNI Syariah menerima fee 
dari pemegang kartu, karena 
sudah menjamin trransaksi 
yang dilakukan, misalnya 
penarikan tunai di ATM 
lain. 
   
Tabel berlanjut… 
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 Lanjutan Tabel 4.12    
No. Fatwa DSN No: 54/DSN-
MUI/IX/2006 
Penerapan di BNI Syariah 
Kantor Cabang 
Yogyakarta 
Sesuai Tidak 
Sesuai 
Ketentuan Ta’widh dan Denda 
10. Ta’widh 
Penerbit kartu dapat mengenakan 
ta’widh, yaitu ganti rugi terhadap 
biaya-biaya yang dikeluarkan oleh 
penerbit kartu akibat keterlambatan 
pemegang kartu dalam membayar 
kewajibannya yang telah jatuh 
tempo. 
Perhitungan biaya ta’widh 
berdasarkan jangka waktu 
keterlambatan pembayaran 
tagihan pemegang kartu. 
   
11. Denda Keterlambatan (late charge) 
Penerbit kartu dapat mengenakan 
denda keterlambatan pembayaran 
yang akan diakui seluruhnya sebagai 
dana sosial. 
BNI Syariah akan mengakui 
denda keterlambatan 
sebagai dana sosial.  
*Catatan: pengenaan denda 
keterlambatan harus jelas 
dasarnya. Denda yang 
dikenakan tidak untuk 
mendapatkan keuntungan, 
akan tetapi untuk 
memberikan efek jera 
kepada pemegang kartu. 
   
 
4.4. Perlakuan Akuntansi iB Hasanah Card Berdasarkan Standar Akuntansi 
4.4.1. Berdasarkan PAPSI 2013 - Akad Pinjaman Qardh 
1. Pengakuan dan Pengukuran 
Ada beberapa ketentuan yang dijelaskan dalam PAPSI 2013, 
diantaranya:  
a. Pinjaman Qardh diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat 
terjadinya. 
b. Biaya administrasi, bonus, ujrah yang dananya bersumber dari dana intern 
diakui sebagai pendapatan operasi lain sebesar jumlah yang diterima.  
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c. Biaya administrasi, bonus, ujrah yang dananya bersumber dari dana pihak 
ketiga diakui sebagai pendapatan utama lain dan dibagi-hasilkan sebesar 
jumlah yang diterima. 
Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Devi Puspita selaku Accounting pada 
Selasa, 17 Juli 2018, pukul 10.00 WIB bahwa pinjaman qardh diakui: 
“Bank mengakuinya ya sesuai jumlah yang dipinjamkan kepada pemegang 
kartu. Pencatatannya juga dilakukan langsung oleh sistem pada saat terjadinya 
peminjaman”. 
 
Kemudian Ibu Devi menambahkan bahwa: 
“Biaya administrasi itu masuk ke pendapatan operasional lainnya mbak. 
Contohnya ya seperti waktu penarikan tunai di ATM bank lain itu nanti 
dikenakan biaya admin 25rb. Biaya 25rb itu masuk ke pendapatan operasional 
lainnya.  
Pencatatannya gini, 
Kas  Rp 25.000,- 
Pendapatan operasional lainnya-pendapatan administrasi  Rp 25.000,- 
Ketika pihak bank menerima segala bentuk fee dari pemegang kartu 
maupun dari merchant baik itu pada akad ijarah (annual membership 
fee/monthly membership fee) maupun akad kafalah atas fasilitas penggunaan 
ATM bank lain, maka pihak bank mengakui fee tersebut sebagai pendapatan 
operasional lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Devi, bahwa: 
“Penjurnalannya sama kayak biaya administrasi mbak, nanti masuk ke 
pendapatan operasional lainnya dan dilaporkan pada laporan laba rugi”. 
 
Adapun penjurnalan ketika pemegang kartu membayar tagihan/cicilan 
seperti yang dijelaskan Ibu Devi, yaitu: 
“Kebalikan dari jurnal pinjaman yang diberikan tadi,  
Kas  Rp xxx 
Pinjaman qardh  Rp xxx 
 
87 
 
2. Penyajian 
Dalam PAPSI 2013 ada 2 ketentuan dalam menyajikan pinjaman qardh, 
yaitu: 
a. Pinjaman Qardh yang bersumber dari intern Bank dan dana pihak ketiga 
disajikan pada pos pinjaman Qardh. 
b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pinjaman Qardh disajikan sebagai 
pos lawan (contra account) pinjaman Qardh. 
Ibu Devi menjelaskan bahwa penyajian yang dilakukan BNI Syariah 
pada waktu pinjaman qardh diberikan yaitu: 
Pinjaman qardh  Rp xxx 
Kas   Rp xxx 
“Pencatatan itu berlaku pada saat penarikan uang tunai via ATM, maupun 
penarikan di kantor cabangnya”. 
 
3. Pengungkapan 
Semua kegiatan transaksi yang terjadi di setiap lembaga keuangan harus 
diungkapkan, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan terkait transaksi 
yang terjadi lembaga keuangan tersebut kepada pihak pemakai informasi 
akuntansi. Sehingga dengan adanya pengungkapan, diharapkan dapat 
dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Adapun 
kaitannya dengan pengungkapan, BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta 
tidak melakukan pengungkapan transaksi iB Hasanah Card dalam laporan 
keuangannya. Hal tersebut dikarenakan pengungkapan dilakukan oleh pihak 
pusat, bukan per cabang. 
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Berdasarkan Laporan Tahunan BNI Syariah, pengungkapan pinjaman 
qardh dalam Catatan atas Laporan Keuangan dibagi berdasarkan hubungan, 
jenis penggunaan, sektor ekonomi, jangka waktu, dan sisa umur jatuh tempo. 
Dimana dalam pembagian tersebut disertai dengan rincian jumlah pinjaman 
qardh yang diberikan. 
 
4.4.2. Berdasarkan PSAK 107 - Akad Ijarah 
1. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan 
Dikarenakan akad ijarah yang diterapkan pada iB Hasanah Card berupa 
jasa maka tidak ada pencatatan biaya perolehan, biaya penyusutan dan 
amortisasi serta biaya perbaikan. Pada saat BNI Syariah menerima 
pembayaran sewa, maka akan diakui sebagai pendapatan. Pembayaran sewa 
dilakukan karena pemegang kartu telah menerima manfaat dari sewa yang 
diberikan oleh bank. Pembayaran sewa dilakukan setiap bulan bersamaan 
dengan pembayaran tagihan/cicilan. 
2. Penyajian 
Dalam PSAK 107 menyatakan bahwa pendapatan ijarah disajikan secara 
neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya untuk beban 
amortisasi, beban penyusutan, beban perbaikan, beban pemeliharaan dan lain 
sebagainya. Hasil penelitian menyatakan bahwa BNI Syariah Kantor Cabang 
Yogyakarta menyajikan pendapatan sewa disajikan tanpa dikurangi biaya 
apapun. Sebab dalam pembiayaan iB Hasanah Card memang tidak ada barang 
jaminannya karena akad ijarah berupa jasa. Sehingga transaksi iB Hasanah 
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Card selama masa akad tidak menimbulkan biaya apapun selain biaya sewa 
atas balas jasa.  
3. Pengungkapan 
BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta tidak melakukan pengungkapan 
transaksi iB Hasanah Card dalam laporan keuangannya. Hal tersebut 
dikarenakan pengungkapan dilakukan oleh pihak pusat, bukan per cabang. 
Pengungkapan mengenai ijarah dapat dilihat dalam Laporan Tahunan BNI 
Syariah, dimana dalam laporan tersebut sudah dijelaskan secara rinci akun/pos 
yang ada kaitannya dengan ijarah disertai dengan nominalnya. 
 
4.4.3. Berdasarkan PSAK 101 – Penyajian Laporan Keuangan Syariah 
(Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan) 
Karena dalam pembiayaan iB Hasanah Card mengenakan denda ketika 
nasabah terlambat membayar tagihan, maka fokus pembahasan dalam PSAK 101 
hanya mengenai denda. Pihak bank boleh mengenakan denda kepada nasabah 
sebagai pengingat agar membayar kewajibannya tepat waktu. Denda yang 
diterima akan masuk ke anggaran dana kebajikan. Seperti yang dijelaskan oleh 
Ibu Aprilia bahwa: 
 “…dendanya itu nanti masuk ke dana sosial, bukan pendapatan bank...” 
Denda tersebut disajikan dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana 
Kebajikan yang diakumulasikan dengan denda yang dikenakan pada produk lain. 
Seperti yang dijelaskan Ibu Devi bahwa: 
 “Denda itu nanti udah digabung sama denda produk lain mbak. Jadi di laporan itu 
akunnya denda aja, nggak ada keterangan lain”. 
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Adapun pencatatan pada saat menerima dana yang berasal dari denda yaitu: 
Kas   Rp xxx 
Dana Kebajikan – Denda Rp xxx 
  
Kemudian Ibu Devi menjelaskan lebih lanjut bahwa: 
“Pihak pusat akan menyalurkan dana tersebut kepada Yayasan Hasanah Titik 
untuk dikelola. Biasanya dana itu akan disalurkan untuk sumbangan pendidikan, 
kesehatan, dana keagamaan, bantuan sosial, dan lain-lain. Dimana dalam 
mengeluarkan dananya dilakukan dalam jangka waktu tertentu (menyesuaikan 
saldo)”.  
 
Pencatatan saat menyalurkan dana yaitu: 
Dana Kebajikan - Sumbangan Rp xxx 
Kas      Rp xxx 
 
Berdasarkan Laporan Tahunan BNI Syariah, pengungkapan dana 
kebajikan dalam hal penerimaan jasa giro dari bank umum konvensional (jika ada) 
tidak diakui sebagai pendapatan bank dan digunakan untuk dana kebajikan 
(qardhul hasan). 
Table 4.13 
Analisis Kesesuaian Standar Akuntansi dengan Perlakuan Akuntansi Syariah 
Card di BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta 
 
No. Standar Akuntansi Penerapan di BNI Syariah 
Kantor Cabang Yogyakarta 
Sesuai Tidak 
Sesuai 
PAPSI 2013 - Akad Pinjaman Qardh 
1. Pengakuan dan Pengukuran 
a. Pinjaman Qardh diakui sebesar 
jumlah yang dipinjamkan pada 
saat terjadinya. 
b. Biaya administrasi, bonus, ujrah 
yang dananya bersumber dari 
dana intern diakui sebagai 
pendapatan operasi lain sebesar 
jumlah yang diterima.  
 
a. BNI Syariah mengakui 
pinjaman qardh sesuai 
jumlah yang dipinjam 
nasabah. 
b. Biaya administrasi dan 
segala bentuk fee akan 
masuk ke pendapatan 
operasional lainnya. 
   
2. Penyajian  
Pinjaman Qardh yang bersumber 
dari intern Bank dan dana pihak 
ketiga disajikan pada pos pinjaman 
Qardh. 
Seperti jurnal yang dijelaskan 
oleh Ibu Devi mengenai pos 
pinjaman qardh. 
   
Tabel berlanjut… 
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Lanjutan Tabel 4.13 
No. Standar Akuntansi Penerapan di BNI Syariah 
Kantor Cabang Yogyakarta 
Sesuai Tidak 
Sesuai 
3. Pengungkapan 
Hal-hal yang harus diungkapkan, 
antara lain:  
1. Rincian jumlah pinjaman Qardh 
berdasarkan sumber dana, jenis 
penggunaan dan sektor 
ekonomi.  
2. Jumlah pinjaman Qardh yang 
diberikan kepada pihak yang 
berelasi.  
3. Kebijakan manajemen dalam 
pelaksanaan pengendalian risiko 
pinjaman Qardh.  
4. Ikhtisar pinjaman Qardh yang 
dihapus buku yang 
menunjukkan saldo awal, 
penghapusan selama tahun 
berjalan, penerimaan atas 
pinjaman Qardh yang telah 
dihapusbukukan dan pinjaman 
Qardh yang telah dihapus tagih 
dan saldo akhir pinjaman Qardh 
yang dihapus buku. 
BNI Syariah Kantor Cabang 
Yogyakarta tidak melakukan 
pengungkapan transaksi iB 
Hasanah Card dalam laporan 
keuangannya. Hal tersebut 
dikarenakan pengungkapan 
dilakukan oleh pihak pusat, 
bukan per cabang. 
 
Berdasarkan Laporan 
Tahunan BNI Syariah, 
pengungkapan pinjaman 
qardh dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan dibagi 
berdasarkan hubungan, jenis 
penggunaan, sektor ekonomi, 
jangka waktu, dan sisa umur 
jatuh tempo. Dimana dalam 
pembagian tersebut disertai 
dengan rincian jumlah 
pinjaman qardh yang 
diberikan. 
_ _ 
PSAK 107 – Akad Ijarah 
1. Pengakuan dan Pengukuran 
Pendapatan sewa selama masa akad 
diakui pada saat manfaat atas aset 
telah diserahkan kepada penyewa. 
BNI Syariah menerima 
pendapatan sewa setelah 
nasabah menggunakan 
fasilitas/layanan bank. 
   
2. Penyajian 
Pendapatan ijarah disajikan secara 
neto setelah dikurangi beban yang 
terkait, misalnya beban penyusutan, 
beban pemeliharaan dan perbaikan, 
dan sebagainya. 
Pendapatan sewa disajikan 
berdasarkan neto tanpa 
dikurangi biaya pemeliharaan, 
biaya perbaikan, ataupun 
biaya penyusutan, karena 
tidak adanya barang jaminan 
dalam akad. 
   
3. Pengungkapan 
Pemilik mengungkapkan dalam 
laporan keuangan terkait transaksi 
ijarah dan ijarah muntahiyah 
bittamlik, tetapi tidak terbatas pada: 
1. Penjelasan umum isi akad yang 
signifikan yang meliputi tetapi 
tidak terbatas pada: 
BNI Syariah Kantor Cabang 
Yogyakarta tidak melakukan 
pengungkapan transaksi iB 
Hasanah Card dalam laporan 
keuangannya. Hal tersebut 
dikarenakan pengungkapan 
dilakukan oleh pihak pusat, 
bukan per cabang. 
_ _ 
Tabel berlanjut… 
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Lanjutan Tabel 4.13 
No. Standar Akuntansi Penerapan di BNI Syariah 
Kantor Cabang Yogyakarta 
Sesuai Tidak 
Sesuai 
 a. Keberadaan wa’d pengalihan 
kepemilikan dan mekanisme 
yang digunakan (jika ada 
wa’d pengalihan 
kepemilikan); 
b. Pembatan-pembatasan, 
misalnya ijarah-lanjut; 
c. Agunan yang digunakan (jika 
ada). 
2. Nilai perolehan dan akumulasi 
penyusutan atau amortisasi 
untuk setiap kelompok aset 
ijarah. 
3. Keberadaan transaksi jual dan 
ijarah (jika ada). 
Pengungkapan mengenai 
ijarah dapat dilihat dalam 
Laporan Tahunan BNI 
Syariah, dimana dalam 
laporan tersebut sudah 
dijelaskan secara rinci 
akun/pos yang ada kaitannya 
dengan ijarah disertai dengan 
nominalnya. 
  
PSAK 101 – Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan 
1. Penyajian 
Entitas menyajikan Laporan 
Sumber dan Penggunaan Dana 
Kebajikan sebagai komponen 
utama laporan keuangan, yang 
menunjukkan: 
a. Sumber dana kebajikan berasal 
dari penerimaan: 
1) Infak; 
2) Sedekah; 
3) Hasil pengelolaan wakaf 
sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku; 
4) Pengembalian dana 
kebajikan produktif; 
5) Denda; dan 
6) Pendapatan nonhalal. 
b. Penggunaan dana kebajikan 
untuk: 
1) Dana kebajikan produktif; 
2) Sumbangan; dan 
3) Penggunaan lainnya untuk 
kepentingan umum. 
c. Kenaikan atau penurunan 
sumber dana kebajikan; 
d. Saldo awal dana penggunaan 
dana kebajikan; dan 
Denda yang diterima akan 
masuk ke anggaran dana 
kebajikan. 
 
Hasil wawancara dengan Ibu 
Devi yang menjelaskan 
bahwa: 
“Pihak pusat akan 
menyalurkan dana tersebut 
kepada Yayasan Hasanah 
Titik untuk dikelola. Biasanya 
dana itu akan disalurkan 
untuk sumbangan pendidikan, 
kesehatan, dana keagamaan, 
bantuan sosial, dan lain-lain. 
Dimana dalam mengeluarkan 
dananya dilakukan dalam 
jangka waktu tertentu 
(menyesuaikan saldo)”.  
 
   
Tabel berlanjut… 
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Lanjutan Tabel 4.13 
No. Standar Akuntansi Penerapan di BNI Syariah 
Kantor Cabang Yogyakarta 
Sesuai Tidak 
Sesuai 
 e. Saldo akhir dana penggunaan 
dana kebajikan. 
   
2. Pengungkapan 
Entitas syariah mengungkapkan 
dalam catatan atas Laporan Sumber 
dan Penggunaan Dana Kebajikan, 
tetapi tidak terbatas, pada: 
1) Sumber dana kebajikan; 
2) Kebijakan penyaluran dana 
kebajikan kepada masing-
masing penerima; 
3) Proporsi dana yang disalurkan 
untuk masing-masing penerima 
dana kebajikan diklasifikasikan 
atas pihak yang memiliki 
hubungan istimewa sesuai 
dengan yang diatur dalam psak 
7: pengungkapan pihak-pihak 
yang mempunyai hubungan 
istimewa dan pihak ketiga;  
4) Alasan terjadinya dan 
penggunaan atas penerimaan 
nonhalal; dan 
5) Pengungkapan lain. 
Berdasarkan Laporan 
Tahunan BNI Syariah, 
pengungkapan dana kebajikan 
dalam hal penerimaan jasa 
giro dari bank umum 
konvensional (jika ada) tidak 
diakui sebagai pendapatan 
Bank dan digunakan untuk 
dana kebajikan (qardhul 
hasan). 
_ _ 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
Adapun kesimpulan yang penulis peroleh dari penelitian ini yaitu: 
1. Jika ditinjau dari analisis kesesuaian terhadap Fatwa DSN No: 54/DSN-
MUI/IX/2006 tentang Syariah Card, akad yang digunakan BNI Syariah 
Kantor Cabang Yogyakarta dalam pembiayaan iB Hasanah Card sudah sesuai 
dengan ketentuan fatwa. Penerapan iB Hasanah Card dari segi operasionalnya 
juga sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa tersebut. Akan 
tetapi masih ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam penerapannya, 
yaitu: 
a. Ta’widh yang dikenakan kepada pemegang kartu harus jelas 
penetapannya, apakah dihitung berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan 
pihak bank dalam proses penagihan, atau berdasarkan hitungan hari 
keterlambatan dalam bayar tagihan seperti yang sudah ditetapkan oleh 
pihak bank. 
b. Denda keterlambatan yang dikenakan kepada pemegang kartu juga harus 
jelas penetapannya, apakah dihitung berdasarkan jangka waktu pelunasan 
tagihan atau nominal denda tersebut sudah ditetapkan oleh pihak bank 
sebelumnya sesuai jenis kartu. 
2. Jika ditinjau dari kesesuaian terhadap PSAK 101 tentang Penyajian Laporan 
Keuangan Syariah, PSAK 107 tentang Akad Ijarah, dan PAPSI 2013, praktik 
perlakuan akuntansi atas transaksi iB Hasanah Card sudah cukup baik, mulai 
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dari pengakuan, pengukuran, dan penyajiannya. Akan tetapi ada sedikit 
catatan, yaitu: 
a. BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta memang tidak melakukan 
pengungkapan laporan keuangan, sebab pengungkapan dilakukan oleh 
BNI Syariah pusat. Sehingga tidak terdapat informasi mengenai 
pengungkapan di BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta dikarenakan 
kebijakan dari pihak pusat. 
b. Karena peraturan mengenai ijarah yang dijelaskan dalam PSAK 107 lebih 
cenderung ke arah ijarah dalam hal sewa menyewa barang dalam bentuk 
fisik, sedangkan dalam praktik iB Hasanah Card ijarah yang diterapkan 
berupa jasa. Jadi perlakuan akuntansi ijarah pada iB Hasanah Card tidak 
mencatat biaya perolehan, biaya penyusutan barang sewa, dan biaya 
perbaikan. Tapi untuk PSAK 107 dapat dikatakan telah sesuai. 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
1. Peneliti hanya fokus pada mekanisme produk Syariah Card yang ada di BNI 
Syariah, sehingga peneliti tidak mengetahui mekanisme produk Syariah Card 
di bank syariah lainnya, misalnya Bank CIMB Niaga Syariah. 
2. Dikarenakan waktu dalam melakukan wawancara itu terbatas, jadi data yang 
penulis peroleh masih kurang lengkap, terutama dalam pemberian contoh 
perhitungan biaya–biaya yang dikenakan kepada pemegang kartu, serta 
penjelasan mengenai perlakuan akuntansi yang kurang begitu bisa terbuka 
sehingga penjelasannya hanya secara singkat, jadi kurang begitu bisa 
dipahami. 
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3. Pihak bank harus jujur terkait dasar yang dipakai ketika membebankan biaya-
biaya kepada pemegang kartu dalam transaksi yang dilakukan. Karena pada 
kenyataannya, tidak semua hal dikatakan oleh pihak bank sesuai dengan yang 
diterapkan di BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta. 
 
5.3. Saran-saran 
1. Pihak BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta agar lebih selektif lagi dalam 
menentukan limit kartu kepada nasabah supaya tidak ada salah satu pihak 
yang dirugikan. 
2. Pihak bank supaya lebih meningkatkan promosi produk iB Hasanah Card, 
agar masyarakat lebih mengenal produk tersebut, serta melakukan research 
kebutuhan dan keinginan pelanggan. 
3. Memperluas hubungan serta kerja sama dengan pihak ketiga, salah satunya  
adalah merchant (pedagang/badan usaha). 
4. Dengan hasil penelitian ini diharapkan BNI Syariah Kantor Cabang 
Yogyakarta dapat menjadi contoh bagi bank–bank syariah lainya sebagai bank 
yang mampu menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 
Serta dapat membantu masyarakat dalam bertransaksi yang sesuai syariah. 
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Lampiran 01 
JADWAL PENELITIAN 
 
 
No 
Bulan Okt 
2017 
November 
2017 
Des 
2017 
Jan 
2018 
Februari 
2018 
Maret 
 2018 
April 
2018 
Juni 
2018 
Juli 
2018 
Agst 
2018 
Kegiatan  3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 
1. Pengajuan Judul X                                
2. Penyusunan Poposal  X X X X  X  X  X X  X X                  
3. Konsultasi   X     X  X  X   X X    X   X     X X X   
4. Pendaftaran Semprop                X                 
5. Ujian Semprop                   X              
6. Revisi Proposal                   X X             
7. Pengumpulan Data                       X   X  X X    
8. Analisis Data                             X    
9. Penulisan Akhir 
Naskah Skripsi 
                            X X   
10. Pendaftaran  
Munaqasah 
                              
X 
  
11. Munaqasah                                X 
12. Revisi Skripsi                                X 
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Lampiran 02 
SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN 
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Lampiran 03 
FIELD NOTE 
Field Note 01 
Senin, 04 Juni 2018 
Pukul 08.45 WIB 
 
Hari Senin, 04 Juni 2018 pagi sekitar pukul 08.30 saya menelpon BNI 
Syariah Kantor Cabang Surakarta untuk menanyakan kelanjutan penelitian saya. 
Karena adanya miscommunication dalam topic penelitian yang saya ajukan, jadi 
pihak bank tidak bisa membantu banyak. Pihak bank mengira kalau saya meneliti 
tentang pemasaran produk iB Hasanah Card, padahal yang ingin saya teliti yaitu 
perlakuan akuntansi produk iB Hasanah Card. Awalnya pihak bank mengizinkan 
saya melakukan penelitian disana, dan saya pun juga sudah melakukan survey 
pendahuluan dengan Bapak M. Bondan T. A selaku sales officer iB Hasanah 
Card di BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta pada hari Kamis, 08 Februari 2018 
pukul 16.45 WIB. Setelah saya konfirmasi ulang, ternyata yang bisa membantu 
hanya bagian sales officer saja, dan untuk pimpinan kantor cabang BNI Syariah 
serta bagian accounting.nya tidak bisa membantu. 
Sehingga saya memutuskan untuk ganti objek penelitian di BNI Syariah 
Kantor Cabang Yogyakarta. Sekitar pukul 13.30 WIB saya pergi ke kampus untuk 
konsul dengan pembimbing dan membuat surat ijin penelitian yang saya tujukan 
kepada Pimpinan Kantor Cabang BNI Syariah Yogyakarta. Surat ijin tersebut saya 
serahkan ke bagian akademik FEBI untuk dimintakan tanda tangan Dekan. 
Petugas akademik bilang ke saya, “Suratnya ditinggal dulu ya, besok baru bisa 
diambil, soalnya Pak Dekan hari ini nggak ada”. Setelah urusan saya di kampus 
selesai, saya langsung pulang ke rumah untuk menyusun proposal penelitian yang 
akan saya ajukan ke BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta. 
 
Field Note 02 
Selasa, 05 Juni 2018 
Pukul 10.20 WIB 
 
Siang itu agenda saya yaitu mengambil Surat Ijin Penelitian yang sudah 
ditandatangani Dekan, untuk diajukan ke objek penelitian saya. BNI Syariah 
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Kantor Cabang Yogyakarta beralamat di Jl. Kusumanegara No. 112, Muja Muju, 
Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165, Indonesia. 
Perjalanan dari kampus sampai BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta 
memakan waktu ±1,5 jam. Saya berangkat menuju tempat penelitian sekitar pukul 
10.40 WIB didampingi teman saya. Ini adalah kunjungan pertama saya ke BNI, 
sekaligus survey objek yang ingin dijadikan tempat penelitian. Dalam perjalanan, 
saya mampir ke pom bensin untuk mengisi bensin dan mengerjakan sholat karena 
waktu itu bertepatan dengan adzan dzuhur. 
Sesampainya disana saya bertemu dengan pak satpam yang menanyakan 
maksud dan tujuan saya kesana. Setelah saya jelaskan secara singkat, pak satpam 
mengarahkan saya supaya menemui bagian umum di lantai 2. Di lantai 2 saya 
bertemu dengan Mbak Siska Anggraini yang merupakan salah satu pegawai di 
bagian umum. Saya dipersilahkan duduk dulu dan menunggu sebentar di sofa.  
Beberapa menit kemudian, Mbak Siska datang dan menyambut baik 
kedatangan saya, sekaligus menanyakan maksud dan tujuan saya kesana. Saat 
berbincang-bincang saya menyampaikan maksud dan tujuan saya datang kesana 
yaitu untuk melakukan penelitian skripsi, kemudian surat ijin penelitian dan 
proposal penelitian saya serahkan ke Mbak Siska. Surat dan proposal tersebut 
akan diserahkan kepada pimpinan untuk diperiksa terlebih dahulu. Mbak Siska 
bilang, “Kemungkinan 3 hari kedepan pihak bank akan menghubungi mbak.e, 
Kalaupun dalam 3 hari pihak bank belum menghubungi, mbak.e bisa hubungi ke 
kantor aja untuk mengkonfirmasinya”. Kemudian saya disuruh meninggalkan 
nomor yang bisa dihubungi pihak bank. Setelah keperluan saya selesai, saya pamit 
pulang. 
 
Field Note 03 
Jumat, 08 Juni 2018 
Pukul 08.30 WIB 
 
Pada hari Jumat pukul 08.30 WIB, saya menelpon BNI Syariah Kantor 
Cabang Yogyakarta untuk konfirmasi terkait penelitian yang ingin saya lakukan. 
Pegawai yang menerima telpon bilang, “Maaf mbak, ini dari pihak bank belum 
ada diskusi tentang itu. Ya nanti akan saya tanyakan lagi ke pimpinannya, kalau 
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sudah ada keputusan dari pimpinan, mbak.e akan saya kabari”. Setelah selesai 
bertanya, saya berkata, “Saya tunggu kabarnya ya mbak”, kemudian saya 
mengucapkan terima kasih dan salam kepada pegawai tersebut. 
Sore itu, di hari yang sama ada yang nge-chat saya via whatsapp. Chat 
tersebut ternyata dari Mbak Siska yang memberitahukan bahwa proposal 
penelitian saya sudah di acc pihak bank, dan untuk penelitiannya bisa dilakukan 
sesuai jadwal yang telah ditentukan pihak bank yaitu mulai tanggal 16 Juli 2018. 
Saya diberi waktu kurang lebih seminggu untuk melakukan penelitian, dan saya 
dimohon untuk segera melengkapi persyaratan lainnya yaitu membuka 6 rekening 
di BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta, yang mana 1 rekening atas nama saya 
sendiri, dan 5 rekening atas nama orang lain. 
Kemudian saya bertanya terkait setoran minimal pembukaan rekening dan 
berkas yang harus dibawa itu apa aja? Lalu Mbak Siska membalas, “Untuk 
pembukaan rekening baru itu setoran minimalnya 100 ribu, dimana 20 ribu nanti 
akan menjadi dana mengendap, terus yang 80 ribu itu jadi saldo tabungannya. 
Oya, ada biaya 5 ribu untuk ATM. Berkas yang dibawa itu KTP asli ditambah 
surat aktif di kampus”. 
Kemudian saya bertanya lagi, “Mbak, semisal pembuatan 5 rekening baru 
atas nama orang lain diwakilkan bisa nggak? Soalnya ada kendala jarak tempuh 
ke bank yang sangat jauh”. Mbak Siska membalas, “Nggak boleh mbak, soalnya 
itu privasi, dan orang yang bersangkutan harus datang untuk mengurusi 
pembukaan rekening baru dengan membawa berkasnya”. Saya bertanya lagi, 
“Mbak, kalau pembuatan rekeningnya itu tanggal 16 Juli 2018 boleh nggak? Biar 
sekalian pas waktu penelitian aja”.  
Mbak Siska menjelaskan bahwa, “Pembuatan rekeningnya itu kalau bisa ya 
jauh-jauh hari sebelum penelitian dilakukan, soalnya 6 rekening baru itu nanti 
harus difotocopy, dan fotocopy.an 6 rekening itu yang harus diserahkan ke bagian 
umum untuk melengkapi syarat melakukan penelitian”. Mbak Siska juga 
menjelaskan lebih lanjut, kalau tidak segera mengumpulkan fotocopy.an 6 
rekening baru, kemungkinan waktu penelitian saya akan diundur/dijadwalkan 
ulang.  
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Setelah membaca penjelasan dari Mbak Siska, saya mengucapkan terima 
kasih atas informasi yang diberikan, sekaligus meminta maaf karena banyak 
bertanya dan sudah mengganggu waktunya. Kemudian Mbak Siska membalas, 
“Iya mbak nggak apa-apa, nanti kalau masih ada yang perlu ditanyakan lagi, tanya 
aja mbk, nggak usah sungkan. Saya akan membantu sebisa saya”. Saya membalas, 
“Oke mbak, siap. Sekali lagi terima kasih banyak mbak”. 
 
Field Note 04 
Selasa, 10 Juli 2018 
Pukul 09.00 WIB 
 
Pagi itu saya berangkat menuju tempat penelitian bersama 5 teman saya 
yang akan membantu saya dalam pembukaan rekening baru. Perjalanan dari 
rumah menuju tempat penelitian sekitar ±2 jam. Sesampainya di tempat penelitian 
kami bertemu dengan pak satpam, Kali ini maksud kedatangan kami kesana yaitu 
untuk membuka rekening baru. Kami diberikan nomor antrian, dan setelah nomor 
antrian kami dipanggil, pak satpam mengarahkan kami ke bagian customer 
service. Kami bertemu dengan Ibu Nanda Ayuningtyas selaku customer service 
disana. Pembuatan 6 rekening baru berjalan dengan lancar dan dilakukan secara 
bergantian di Ibu Nanda. 
Setelah pembuatan 6 rekening selesai, saya dan teman saya langsung 
mencari tempat fotocopy.an terdekat, dan keempat teman saya memutuskan untuk 
pergi ke Malioboro. Setelah selesai memfotocopy, saya dan teman saya kembali 
lagi ke bank dan langsung menuju bagian umum. Saya bertemu Mbak Siska di 
lantai 2 dan menyerahkan fotocopy.an 6 rekening tersebut untuk melengkapi 
syarat penelitian. Selain itu, maksud kedatangan saya kesana yaitu untuk 
melakukan survey pendahuluan.  
Karena topic penelitian saya tentang produk Syariah Card (iB Hasanah 
Card), jadi saya dipertemukan dengan Bapak Ahmad Yoga Prakoso selaku sales 
officer iB Hasanah Card. Saya menanyakan secara singkat kepada Pak Yoga 
terkait produk Syariah Card, mulai dari ketentuan akadnya maupun ketentuan 
fee.nya. Kemudian Pak Yoga memberikan brosur produk Syariah Card, dimana 
dalam brosur tersebut sedikit banyak menjelaskan tentang iB Hasanah Card. 
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Setelah seleasai berbincang-bincang, saya pamit untuk pulang dan mengucapkan 
terima kasih kepada Pak Yoga karena sudah mau menyempatkan waktunya untuk 
menjawab pertanyaan yang saya ajukan. 
 
Field Note 05 
Senin, 16 Juli 2018 
Pukul 08.00 WIB 
 
Hari ini adalah hari ketiga saya ke BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta. 
Tujuan saya ke kesana yaitu untuk melakukan wawancara dengan beberapa pihak 
bank yang ada kaitannya dengan penelitian yang saya lakukan. Saya berangkat 
dari rumah sekitar pukul 08.00 WIB dan sampai disana pukul 09.50 WIB. Tiga 
hari sebelum penelitian, saya menelpon bank untuk konfirmasi ulang terkait 
wawancara yang ingin saya lakukan, dan memastikan sesuai waktu yang 
ditentukan (sudah membuat perjanjian dulu). Setelah itu pihak bank menyarankan 
saya, “Jika ingin melakukan penelitian itu datangnya lebih baik pagi mbak, 
soalnya yang sudah-sudah itu kalau datangnya siang malah disuruh kembali pagi 
berikutnya”. 
Sesampainya disana saya menemui Mbak Siska yang berada di ruang bagian 
umum. Saya menyampaikan maksud dan kedatangan saya disana untuk 
melakukan wawancara dengan Pimpinan Kantor Cabang BNI Syariah, sales 
officer iB Hasanah Card, dan bagian Accounting. Setelah itu saya disuruh 
menunggu sebentar soalnya pihak yang bersangkutan baru dipanggilkan. 
Kemudian saya disuruh mengikuti Mbak Siska menuju ruang kerja informan. 
Adapun informan pertama yang saya wawancara yaitu Pak Yoga selaku 
sales officer iB Hasanah Card. Dalam wawancara tersebut saya mengajukan 
pertanyaan mulai dari sejarah penerbitan produk Syariah Card (iB Hasanah Card) 
sampai inti dari topic penelitian yang saya angkat. Seperti pada waktu survey 
pendahuluan, Pak Yoga menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan dengan 
baik. Bahkan, Pak Yoga juga menunjukkan soft file dan beberapa dokumen yang 
berkaitan dengan produk Syariah Card. Pak Yoga tidak mengizinkan saya untuk 
meminta memfotocopy file dan dokumen tersebut, karena itu arsip bank. Akan 
tetapi, Pak Yoga mengizinkan saya mencatat dan memfoto dokumen tersebut. 
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Teman saya membantu saya mendokumentasikan situasi selama proses 
wawancara. Setelah data yang saya peroleh dirasa cukup, saya mengakhiri 
wawancara tersebut, dan langsung berpamitan untuk melakukan wawancara 
dengan informan selanjutnya. Sebelum berpamitan, saya tidak lupa mengucapkan 
terima kasih banyak atas informasi dan waktu yang diberikan. 
Waktu menunjukkan pukul 11.10 WIB, dan Mbak Siska bilang, “Ini 
pimpinan bisanya diwawancara nanti habis dzuhur ie, gimana?”. Lalu saya 
menjawab, “Iya mbak, nggak apa-apa. Saya nanti tak sekalian sholat dzuhur 
disini”. Setelah selesai sholat, saya kembali menemui Mbak Siska untuk 
menanyakan pimpinan yang akan saya wawancara, kemudian saya disuruh 
menunggu sebentar karena pimpinan baru dihubungi. Untuk informan selanjutnya 
yaitu Pimpinan Kantor Cabang BNI Syariah Yogyakarta yang bernama Ibu 
Aprilia Prita Ardiati. 
Ibu Aprilia menyambut kedatangan saya dengan sangat ramah. Tepat pukul 
12.10 WIB, saya melakukan wawancara dengan beliau di kantornya. Saya 
mengajukan beberapa pertanyaan tentang produk Syariah Card. Beliau menjawab 
semua pertanyaan yang saya ajukan dengan jelas, terperinci dan mudah dipahami, 
serta beliau juga menyarankan saya untuk searching di website resmi BNI Syariah 
yaitu www.bnisyariah.co.id karena sebagian informasi yang saya butuhkan ada 
disana.  
Akan tetapi, belum selesai saya mengajukan pertanyaan, beliau sudah 
mengakhiri wawancara dan langsung pamit pergi dikarenakan ada acara di luar. 
Wawancara dengan Ibu Aprilia hanya sekitar 40 menit saja, dan  beliau bilang, 
“Nanti pertanyaan yang lain kamu tanyakan ke sales officer iB Hasanah Card aja 
ya?”. Setelah Ibu Aprilia pergi, tiba-tiba teman saya bilang kalau dia lupa 
mendokumentasikan proses wawancara tadi.  
Sempat saya bertemu dengan Mbak Siska dan bertanya, “Mbak, ini tadi kan 
saya lupa belum ambil foto dengan Ibu Aprilia, kira-kira besok atau lain waktu 
saya boleh nggak ambil foto dengan beliau?”. Mbak Siska menjawab, “Duuhh 
mbak, kalau itu saya kurang tau, soalnya kan pimpinan itu juga sibuk mbak”. 
Mbak Siska juga bilang, untuk wawancara dengan informan selanjutnya tidak bisa 
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dilakukan hari ini soalnya masih sibuk semua, dan saya disuruh kembali lagi 
besok pagi untuk wawancara selanjutnya. Setelah itu saya berpamitan pulang 
karena urusan hari ini sudah selesai. 
 
Field Note 06 
Selasa, 17 Juli 2018 
Pukul 08.00 WIB 
 
Hari ini agenda saya yaitu melakukan wawancara dengan bagian accounting 
BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta untuk mendapatkan melengkapi data 
terkait topic penelitian saya. Sesampainya disana saya menuju ke bagian umum 
untuk bertemu dengan Mbak Siska. Mbak Siska bilang kalau bagian accounting 
itu yang bisa diwawancara hanya 1 orang saja, karena dari pihak atasan hanya 
mengizinkan 1 orang. Kemudian saya diantarkan Mbak Siska untuk bertemu 
dengan Ibu Devi Puspita selaku accounting disana. 
Tepat pukul 10.00 WIB saya melakukan wawancara dengan Ibu Devi. 
Pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu Devi lebih saya fokuskan pada perlakuan 
akuntansi untuk transaksi produk Syariah Card. Wawancara hari ini berjalan 
dengan lancar, akan tetapi informasi yang diberikan informan tentang perlakuan 
akuntansi hanya sedikit. Serta data yang saya peroleh masih kurang jelas, karena 
Ibu Devi tidak banyak memberikan contoh perhitungannya, justru malah banyak 
menjelaskan teori. 
Karena Ibu Devi masih banyak pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi 
saya mengakhiri wawancara hari ini. Kemudian saya pamit untuk pulang dan 
mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya, serta minta izin untuk 
kembali lagi jika nanti diperlukan informasi tambahan. 
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Lampiran 04 
PEDOMAN WAWANCARA 
 
A. Sejarah Penerbitan Syariah Card (iB Hasanah Card) dan Kesesuaian 
Fatwa DSN-MUI 
1. Bagaimana sejarah singkat penerbitan Syariah Card (iB Hasanah Card) di 
BNI Syariah? 
2. Apa saja perbedaan antara Syariah Card dan kartu kredit? 
3. Bagaimana mekanisme penerbitan Syariah Card? 
4. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah dalam mengajukan 
pembiayaan untuk Syariah Card? 
5. Biaya apa saja yang timbul dalam penggunaan Syariah Card? 
6. Bagaimana pihak bank memperlakuan pembayaran tagihan Syariah Card 
kepada nasabah? (cicilan/dibayar utuh) Prosedur dalam pembayaran 
tagihan yang ditetapkan bank?  
7. Apakah ada batasan-batasan dalam penggunaan Syariah Card?  
8. Batasan apa yang digunakan untuk menghindari transaksi yang tidak 
syariah pada Syariah Card? 
9. Apakah batasan yang ada, sudah cukup untuk membuat batasan atas 
transaksi yang tidak syariah? Jika belum, langkah apa yang akan 
dilakukan? 
10. Ketika nasabah gagal dalam membayar tagihan, langkah apa yang diambil 
oleh pihak penerbit? 
11. Apakah pihak bank boleh menerima fee dari pemegang kartu? 
(membership fee, merchant fee, fee penarikan uang tunai, dan fee kafalah) 
12. Apakah pihak bank boleh mengenakan mengenakan ta’widh maupun 
denda keterlambatan kepada pemegang kartu? 
13. Solusi apa yang ditawarkan pihak BNI Syariah kepada nasabah jika waktu 
yang telah ditentukan dalam pelunasan tagihan sudah berakhir? (waktu 
diperpanjang/kartu disita/menghapus sebagian tagihan) 
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B. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi 
1. Bagaimana bank mengakui pinjaman qardh pada pembiayaan Syariah 
Card (iB Hasanah Card)? 
2. Bagaimana pencatatan pada saat pinjaman qardh diberikan? (bagaimana 
penjurnalannya) 
3. Apa yang menjadi dasar dari penentuan biaya administrasi nasabah? (jenis 
kartu/limit kartu/yang lainnya) 
4. Bagaimana pencatatan pada saat penerimaan biaya administrasi? 
5. Bagaimana bank mengukur transaksi Syariah Card? (pencatatan dan 
pengakuan setiap akun) seperti membership fee, merchant fee, fee 
penarikan uang tunai, dan fee kafalah.  
6. Bagaimana perhitungan pengenaan ta’widh dalam pembayaran tagihan? 
(pencatatan dan pengakuannya) 
7. Bagaimana perhitungan pengenaan denda keterlambatan dalam 
pembayaran tagihan? (pencatatan dan pengakuannya) 
8. Kapan denda keterlambatan dikenakan? Bagaimana penjurnalannya? 
9. Bagaimana pencatatan denda keterlambatan ketika sudah dibayarkan? 
(dipisah atau digabung dengan pencatatan denda pada produk lain) 
10. Kapan denda tersebut akan disalurkan? Disalurkan kemana? Untuk apa? 
(jurnal penyaluran) 
11. Bagaimana pengakuan pelunasan tagihan Syariah Card? 
12. Bagaimana penjurnalan ketika nasabah gagal bayar tagihan pada waktu 
yang telah ditentukan oleh pihak bank? 
13. Jika pembayaran tagihan dilakukan secara cicilan, bagaimana 
perhitungannya? Berapa lama jangka waktu cicilan yang diberikan kepada 
nasabah? Pengakuan cicilannya? 
14. Bagaimana pencatatan yang dilakukan pihak bank pada saat menerima 
biaya sewa dari penyewa? 
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C. Pertanyaan Umum 
1. Sejauh mana implementasi produk Syariah Card sampai saat ini? Apakah 
sudah sesuai target atau belum? (berapa prosentasenya) 
2. Sampai saat ini berapa banyak nasabah yang menggunakan produk 
Syariah Card? 
3. Bagaimana tingkat pelunasan tagihan dalam produk Syariah Card? 
(berapa persen) kebanyakan nasabah melunasi dengan cara mencicil atau 
dibayar utuh? 
4. Apakah ada nasabah yang tidak bisa membayar tagihan pada waktu yang 
telah ditentukan? (berapa persen nasabah yang nunggak membayar 
tagihan) 
5. Aturan apa yang diterapkan pada Syariah Card untuk mencegah 
pengeluaran yang berlebihan? 
6. Apakah batas kredit (credit limit) sudah cukup untuk membatasi 
pengeluaran yang berlebih? 
7. Bagaimana cara pemasaran produk Syariah Card? 
8. Apa saja hambatan dan kendala dalam pengembangan Syariah Card di 
Indonesia? 
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Lampiran 05 
HASIL WAWANCARA 
Informan : Bapak Ahmad Yoga Prakoso 
Jabatan : Sales Officer iB Hasanah Card  
Hari, tanggal : Senin, 16 Juli 2018 
Pukul : 10.00 WIB 
Peneliti : Bagaimana mekanisme penerbitan Syariah Card? 
Informan : Nasabah datang ke bank untuk pengajuan iB Hasanah Card dengan 
membawa berkas persyaratannya. Lalu pihak bank akan 
menyeleksi terlebih dahulu sebelum di Acc. Setelah diperiksa, dan 
memenuhi syarat, kartu akan kami kirim ke nasabah yang 
mengajukan, disertai dengan approve + lembaran akad-akad yang 
ada di iB Hasanah Card.   
Peneliti : Aturan apa yang diterapkan pada Syariah Card untuk mencegah 
pengeluaran yang berlebihan? 
Informan : Promo yang kita berikan terbatas, hal ini bertujuan agar nasabah 
tidak berlebihan dalam pengeluaran/belanja. Semisal melakukan 
promo besar-besaran yang bekerja sama dengan banyak perusahaan 
besar (Hypermarket) nanti kan secara tidak langsung akan berimbas 
juga pada nasabah dalam pengeluarannya. 
Peneliti : Apakah batas kredit (credit limit) sudah cukup untuk membatasi 
pengeluaran yang berlebih? 
Informan : Batas limit diberikan sesuai analisa berdasarkan penghasilan, tapi 
terkait penggunaan kartu semua dikembalikan kepada pemilik 
kartu, BNI Syariah hanya bisa mengarahkan saja. 
Peneliti : Ketika nasabah gagal dalam membayar tagihan, langkah apa yang 
diambil oleh pihak penerbit? 
Informan : Ditagih dengan ditelfon, kalau tidak bisa ditelfon ya didatangi 
kantornya atau rumahnya untuk minta kejelasannya kenapa belum 
bisa membayar tagihan pada waktu yang telah ditentukan. 
Peneliti : Apakah pihak bank boleh menerima fee dari pemegang kartu? 
(membership fee, merchant fee, fee penarikan uang tunai, dan fee 
kafalah) 
Informan : Iya boleh mbak, karena peran bank dalam transaksi iB Hasanah 
Card itu kan banyak, jadi wajar jika bank menerima fee dari 
pemegang kartu. Lihat di brosur aja mbak, masalah fee sudah 
dijelaskan disitu. 
Peneliti : Apakah pihak bank boleh mengenakan ta’widh maupun denda 
keterlambatan kepada pemegang kartu? (berikan alasannya) 
Informan : Tentu boleh mbak, soalnya kan itu kayak ngasih efek jera ya, biar 
nasabah nggak lalai lagi dalam bayar tagihannya. 
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Peneliti : Apa yang menjadi dasar dari penentuan biaya administrasi nasabah 
dalam pengajuan kartu? (limit kartu/jenis kartu/lainnya) Bagaimana 
pencatatan pada saat penerimaan biaya administrasi? 
Informan : Biaya administrasinya itu cuma buat ganti materai aja, sama cetak 
kartu dan biaya pengiriman. Untuk biaya administrasi itu nanti 
masuk ke pendapatan operasional lainnya. 
 
Informan : Ibu Aprilia Prita Ardiati 
Jabatan : Pimpinan Kantor Cabang BNI Syariah Yogyakarta  
Hari, tanggal : Senin, 16 Juli 2018 
Pukul : 12.10 WIB 
Peneliti : Apa saja perbedaan antara Syariah Card dan kartu kredit? 
Informan : Perbedaanya ya mulai dari akad, kan iB Hasanah Card itu 
menggunakan 3 akad yaitu: Kafalah, Ijarah, dan Qardh.  Emth, 
untuk perhitungannya itu juga berbeda mbak. Sedangkan kartu 
kredit biasa itu berdasarkan sistem bunga. 
Peneliti : Bagaimana mekanisme penerbitan Syariah Card? 
Informan : Mekanisme penerbitan iB Hasanah Card ya sama dengan kartu 
kredit biasa yaitu dimulai dengan pengisian aplikasi dan 
melengkapi syarat administrasi, nanti berkasnya masuk ke 
marketing, dilanjutkan dengan proses penginputan data, 
verifikasi/analisa, keputusan limit, pencetakan kartu, pengiriman 
kartu kemudian proses pengaktifan kartu. 
Peneliti : Apakah setiap limit kartu yang diajukan oleh nasabah akan selalu 
di Acc pihak bank? 
Informan : Limit kartu yang diajukan oleh nasabah belum tentu di Acc mbak, 
karena dalam pemberian limit itu juga harus melalui analisis dari 
orang pusat, bisa jadi limit yang diberikan kepada nasabah lebih 
besar atau lebih kecil dari limit yang diajukan oleh nasabah.  
Peneliti : Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah dalam 
mengajuan pembiayaan untuk Syariah Card? 
Informan : Yang terpenting itu slip gaji asli, fc KTP, fc NPWP. Sebenarnya 
masih ada syarat lain, itu tergantung pekerjaan nasabah yang 
mengajukan pembiayaan. Untuk informasi lainnya nanti Anda bisa 
lihat di www.bnisyariah.co.id atau di brosur khusus BNI iB 
Hasanah Card. 
Peneliti : Biaya apa saja yang timbul dalam penggunaan Syariah Card?  
Informan : Pihak bank telah menetapkan biaya – biaya yang dikenakan kepada 
nasabah seperti yang tertera pada brosur dan website mbak. 
Peneliti : Apakah ketentuan pembayaran minimal sebesar 10% dari tagihan 
itu bersifat tetap atau fleksibel? 
Informan : Iya 10% dari tagihan itu sudah tetap mbak. Karena itu memang 
sudah ketentuan dari pihak pusat, jadi ketentuan itu harus ditaati 
oleh setiap pemegang kartu. Pembayaran minimal ini juga salah 
114 
 
satu bentuk pemberian keringanan terhadap nasabah dalam 
membayar tagihan. 
Peneliti : Apakah ada batasana-batasan dalam penggunaan Syariah Card? 
Informan : Iya ada, salah satu batasannya itu tidak boleh digunakan untuk 
transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Dalam brosur dan 
website, batasan itu juga sudah dipaparkan mbak, nanti bisa dilihat 
lagi ya. 
Peneliti : Batasan apa yang digunakan untuk menghindari transaksi yang 
tidak syariah pada Syariah Card? 
Informan : Batasannya itu berdasarkan “Master Card Code” pada setiap mesin 
EDC. Jadi mesin EDC yang terdaftar dengan kategori bar, diskotik, 
klub malam, tempat yang menyediakan minuman berakohol atau 
sejenisnya tidak akan dapat bertransaksi dengan iB Hasanah Card. 
Karena mesin itu akan menolak kartu secara otomatis. 
Peneliti : Apakah batasan yang ada, sudah cukup untuk membatasi transaksi 
yang tidak syariah? Jika belum, langkah apa yang akan dilakukan? 
Informan : Masih belum cukup ya, misalnya aja untuk mesin EDC yang 
terdaftar sebagai supermarket, nasabah masih bisa melakukan 
pembelian minuman keras, bir, atau sejenisnya. Pihak bank hanya 
bisa mengingatkan kepada nasabah tentang batasan tersebut, dan ini 
semua nanti akan dikembalikan ke nasabah itu sendiri. 
Peneliti : Ketika nasabah gagal dalam membayar tagihan, langkah apa yang 
diambil oleh pihak penerbit? 
Informan : Staf iB Hasanah Card akan memberikan surat peringatan 
pembayaran tagihan, melakukan penagihan via telepon atau 
mengunjungi langsung, atau merubah tagihan tersebut menjadi 
cicilan tetap dengan jangka waktu tertentu, dan seluruh proses itu 
akan dilakukan sesuai syariah tanpa adanya kekerasan. 
Peneliti : Apakah pihak bank boleh menerima fee dari pemegang kartu? 
(membership fee, merchant fee, fee penarikan uang tunai, dan fee 
kafalah) 
Informan : Tentunya boleh mbak, untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di 
website dan brosur mbak, semua sudah dipaparkan disitu. 
Peneliti : Apakah pihak bank boleh mengenakan ta’widh maupun denda 
keterlambatan kepada pemegang kartu? (berikan alasannya) 
Informan : Iya boleh, tapi dendanya itu nanti masuk ke dana sosial, bukan 
pendapatan bank. Sedangkan untuk ta’widh nanti baru masuk ke 
pendapatan bank, karena itu sebagai ganti rugi atas biaya riil yang 
dikeluarkan bank dalam proses penagihan. Maksud kami 
mengenakan ta’widh atau denda itu ya supaya nasabah lebih 
disiplin dan bertanggung jawab dalam melunasi tagihannya. 
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Informan : Ibu Devi Puspita 
Jabatan : Accounting 
Hari, tanggal : Selasa, 17 Juli 2018 
Pukul : 10.00 WIB 
Peneliti : Kira-kira pengakuan dan pencatatan pada waktu menerima biaya 
administrasi itu bagaimana? 
Informan : Biaya administrasi itu masuk ke pendapatan operasional lainnya 
mbak. Contohnya ya seperti waktu penarikan tunai di ATM bank 
lain itu nanti dikenakan biaya admin 25rb. Biaya 25rb itu masuk ke 
pendapatan operasional lainnya.  
Pencatatannya gini, 
Kas            Rp 25.000,- 
Pendapatan operasional lainnya - pendapatan administrasi   
                                                       Rp 25.000,- 
Peneliti : Bagaimana bank mengakui pinjaman qardh pada pembiayaan 
Syariah Card (iB Hasanah Card)? 
Informan : Bank mengakuinya ya sesuai jumlah yang dipinjamkan kepada 
pemegang kartu. Pencatatannya juga dilakukan langsung oleh 
sistem pada saat terjadinya peminjaman. 
Peneliti : Bagaimana pencatatan pada saat pinjaman qardh diberikan? 
(bagaimana penjurnalannya) 
Informan : Jurnalnya ya, 
Pinjaman qardh     Rp xxx 
Kas                               Rp xxx 
Pencatatan itu berlaku pada saat penarikan uang tunai via ATM, 
maupun penarikan di kantor cabangnya. 
Peneliti : Bagaimana bank mengukur transaksi Syariah Card? (pencatatan 
dan pengakuan setiap akun) seperti membership fee, merchant fee, 
fee penarikan uang tunai, dan fee kafalah. 
Informan : Penjurnalannya sama kayak biaya administrasi mbak, nanti masuk 
ke pendapatan operasional lainnya dan dilaporkan pada laporan 
laba rugi. 
Peneliti : Apakah bank boleh mengenakan ta’widh maupun denda 
keterlambatan dalam pembayaran tagihan? (berikan alasannya) 
Informan : Iya boleh mbak. Soalnya kalau ada nasabah yang telat bayar 
tagihan, nanti pihak bank akan menindaklanjuti hal tersebut, 
misalnya pihak bank akan menelpon nasabah yang bersangkutan. 
Nasabah yang bersangkutan itu harus ganti rugi berdasarkan biaya 
riil yang dikeluarkan bank yaitu biaya telponnya tadi. Kalau untuk 
dendanya itu ya didasarkan berapa lama nasabah nunggak bayar.  
Peneliti : Kapan pengenaan ta’widh dikenakan kepada nasabah? 
Informan : Ta’widh itu akan dikenakan kepada nasabah setelah mendapatkan 
tagihan baru setelah tanggal jatuh tempo bulan sebelumnya. 
Misalnya ya, tanggal jatuh temponya itu 18 Maret, maka tanggal 
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18 April akan dikenakan ta’widh, soalnya udah melebihi tanggal 
jatuh tempo. 
Peneliti : Bagaimana perhitungan pengenaan ta’widh dalam pembayaran 
tagihan? (pencatatan dan pengakuannya) 
Informan : Seperti yang sudah saya jelaskan tadi mbak, ta’widh itu ganti rugi 
atas biaya riil yang dikeluarkan bank. Karena itu biaya riil, jadi 
nasabah juga harus bayar sebesar yang dikeluarkan bank. Misalnya 
bank mengeluarkan biaya untuk telfon nasabah, untuk transport, 
dan lainnya itu totalnya 100rb. Ya berarti, nasabah harus ganti 
100rb itu ditambah tagihan yang belum dibayar. Ganti rugi itu 
nanti akan kami akui pendapatan mbak.  
Peneliti : Bagaimana perhitungan pengenaan denda keterlambatan dalam 
pembayaran tagihan? (pencatatan dan pengakuannya) 
Informan : Perhitungannya berdasarkan lamanya waktu dalam pelunasan, 
sekalian juga buat pengingat agar bayarnya tepat waktu. Untuk 
denda akan masuk ke dana sosial. 
Peneliti : Kapan denda keterlambatan dikenakan?  
Informan : Yaa ketika nasabah nunggak dalam bayar tagihan, melebihi 
tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan.  
Peneliti : Bagaimana pencatatan denda keterlambatan ketika sudah 
dibayarkan? (dipisah atau digabung dengan pencatatan denda pada 
produk lain) 
Informan : Denda itu nanti udah digabung sama denda produk lain mbak. Jadi 
di laporan itu akunnya denda aja, nggak ada keterangan lain.  
Peneliti : Kapan denda tersebut akan disalurkan? Disalurkan kemana? Untuk 
apa? (jurnal penyaluran) 
Informan : Pihak pusat akan menyalurkan dana tersebut kepada Yayasan 
Hasanah Titik untuk dikelola. Biasanya dana itu akan disalurkan 
untuk sumbangan pendidikan, kesehatan, dana keagamaan, 
bantuan sosial, dan lain-lain. Dimana dalam mengeluarkan 
dananya dilakukan dalam jangka waktu tertentu (menyesuaikan 
saldo). Pencatatan saat menyalurkan dana yaitu: 
Dana Kebajikan - Sumbangan Rp xxx 
Kas      Rp xxx 
Peneliti : Bagaimana pengakuan pelunasan tagihan/cicilan Syariah Card? 
Informan : Kebalikan dari jurnal pinjaman yang diberikan tadi,  
Kas         Rp xxx 
Pinjaman qardh          Rp xxx 
Peneliti : Bagaimana pencatatan yang dilakukan pihak bank pada saat 
menerima biaya sewa dari penyewa?  
Informan : Bank akan mencatat penerimaan biaya sewa itu sebagai 
pendapatan sewa, karena bank sudah memberikan pembiayaan 
kepada penyewa. 
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Lampiran 06 
 
STRUKTUR ORGANISASI BNI SYARIAH KANTOR CABANG YOGYAKARTA 
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Lampiran 07 
FORMULIR PENGAJUAN PEMBIAYAAN IB HASANAH CARD
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Lampiran 08 
FOTO-FOTO PENELITIAN 
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Lampiran 09 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
Curriculum Vitae 
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